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ABSTRAK

EKSISTENSI TES NARKOBA PRANIKAH DALAM
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39
TAHUN 2017 DITINJAU DARI MAQASID ASY-
SYARI’AH

M. PRAYUDHA APRIAN

NIM : 3002184009
Program Studi : Hukum Islam
Tempat/Tgl Lahir : Langsa/1 April 1992
Nama Orang Tua : Ayah : H. Abdullah
Ibu : Hj. Nuraini Gultom
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Jamil, MA
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag

Kata Kunci : Eksistensi, Tes Urine, Magqasid asy-Syari’ah

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tes narkoba pranikah
dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, implementasi tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, dan tinjauan
magqasid asy-syari’ah terhadap tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu: penelitian terhadap
eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun
2017, implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor
39 tahun 2017, dan tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap tes narkoba pranikah
dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017. Pendekatan yang dipakai

ialah pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data-data penelitian



tesis ini ialah data primer dan yang diperoleh secara langsung dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi kepada: Ulama kota Binjai, BNN,Praktisi, KUA,
Hakim Pengadilan Agama Binjai, dan Pasangan Calon Pengantin, sedangkan Data
sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi data primer. Data
sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, bahwa Eksistensi tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 adalah termasuk
dalam jenis Undang-Undang dan diakui keberadaanya serta mempunyai kekuatan
hukum berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Tes narkoba tersebut merupakan
syarat materil yang diperuntukkan calon kedua mempelai yang ingin mencatatkan
perkawinannya di kota Binjai, dan jika tidak melakukannya akan dikenakan
sanksi berupa penundaan pemberian akta nikah yang dilakukan oleh KUA tempat
mempelai mendaftarkan pernikahannya. Implementasi tes narkoba pranikah dalam
peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 menunjukkan tidak
terimplementasikan, karena peraturan yang dibuat tidak terdapat sanksi yang tegas
bagi pelanggarnya, pelaksana peraturan seperti KUA Binjai Utara tetap
melaksanakan akad pernikahan meskipun calon pengantin belum melaksanakan
tes narkoba, itu terjadi disebabkan KUA berpedoman kepada peraturan
KEMENAG dalam persyaratan pernikahan. Tinjauan magasid asy-syari’ah
terhadap eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor
39 tahun 2017 tertuju kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, diri, akal,
keturunan, dan harta. Dan ketika ditemukan suatu maslahat maka di sana ada

syariat Allah Swt.



ABSTRACT

EXISTENCE OF PREMARITAL DRUG TESTING IN
THE MAYOR BINJAI REGULATION NUMBER 39
OF 2017 YEARS REVIEWED FROM MAQASID ASY-
SYARI’AH

M. PRAYUDHA APRIAN

Registered Number : 3002184009
Program of Study : Hukum Islam
Place/Date of Birth  : Langsa/ 1 April 1992
Parent’s Name : Ayah : H. Abdullah
Ibu : Hj. Nuraini Gultom
Advisor : 1. Dr. H. M. Jamil, MA
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag

Key Words : Existence, Prenuptial Urine Test, Magasid asy-Syari’ah

This thesis aims to find out how the existence of a premarital drug test in the
Binjai mayor regulation number 39 of 2017, the implementation of the premarital
drug test in the Binjai mayor regulation number 39 of 2017, and a review of
maqasid asy-syari'ah on premarital drug testing in Binjai mayor regulation number
39in2017.

This research is empirical legal research, namely: research on the existence of
premarital drug testing in Binjai mayor regulation number 39 of 2017,
implementation of premarital drug testing in Binjai mayor regulation number 39
of 2017, and review of maqasid asy-syarTah on premarital drug testing in Binjai
mayor regulation number 39 of 2017. The approach used is the statutory approach
and legal sociology. The data of this thesis research is primary data and obtained
directly by observation, interviews and documentation to: Ulama of Binjai City,
BNN, Practitioners, KUA, Judges of Binjai Religious Court, and Pair of
Candidates, while secondary data is data obtained for complete primary data.
Secondary data consists of 3 (three) types of legal materials, namely: primary
legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials



The final results of this study are first, that the existence of premarital drug testing
in the Binjai mayor regulation number 39 of 2017 is included in the type of law
and its existence is recognized and has legal force based on article 8 paragraph (1)
of Law 12/2011. The drug test is a material requirement for the bride and groom
to register their marriage in the city of Binjai, and if they do not do so, they will
be subject to sanctions in the form of postponing the issuance of a marriage
certificate by the KUA where the bride registers her marriage. The
implementation of the premarital drug test in the Binjai mayor regulation number
39 of 2017 shows that it is not implemented, because the regulations made do not
have strict sanctions for violators, implementing regulations such as the North
Binjai KUA continue to carry out the marriage contract even though the
prospective bride and groom have not carried out a drug test, this happens because
the KUA guided by the regulations of the Ministry of Religion in terms of
marriage. Maqasid asy-syartah's review of the existence of premarital drug testing
in the Binjai mayor regulation number 39 of 2017 is aimed at the benefit of
protecting religion, self, reason, descent, and property. And when a maslahat is
found, there is the law of Allah SWT.

Vi
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tercurahkan kepada junjungan besar nabi Muhammad Saw yang telah
menyampaikan risalah Allah Swt untuk membimbing umat manusia untuk

mendapat keridhaan-Nya.

Alhamdulillah, dengan taufig dan hidayah Allah Swt, dan berkat kesabaran
serta kegigihan selama ini maka akhirnya penulis dapat menyiapkan tesis yang
berjudul “Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai
Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Magasid Asy-Syari’ah”.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai
masalah dan cobaan, namun penulis menganggap hal ini merupakan motivasi
untuk menempuh kehidupan sebagai mahasiswa. Berkat doa dan bantuan dari
berbagai pihak, baik bantuan secara moril atau materil. Sehingga tesis ini dapat
diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin
mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-beasarnya kepada pihak-pihak

yang bersangkutan.

Setelah izin dan rahmat Allah, terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari
sumbangsih sejumlah pihak yang menjadi kewajiban bagi penulis untuk
menyampaikan terima kasih kepada mereka semua; orang yang tidak berterima
kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, demikian
hadis Rasulullah Saw. Oleh karenanya bersama ini terima kasih yang sebesar-
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mengampuni dosa-dosa ibunda dan ayahanda, mengasihi keduanya
sebagaimana mereka mengasihi kami anak-anaknya.

2. Bapak Dr. H. M. Jamil, M.A. Dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi
Siregar, M.A., pembimbing penulis yang telah memberikan arahan,
koreksi, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini.
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Utara (UINSU), Ketua Prodi Hukum Islam, seluruh dosen, seluruh bagian,
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bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di
kampus yang berkah ini, in sya Allah.
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M. PRAYUDHA APRIAN
NIM: 3002184009



TRANSLITERASI

A. Transliterasi
1. Pengertian Transliterasi

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sebagai pengalih-hurufan dari
abjad yang satu ke abjad yang lain dan penyalinan huruf-huruf Arab dengan
huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

2. Prinsip Pembakuan

Ada pun susunan prinsip-prinsip pembakuan pedoman transliterasi Arab-

Latin sebagai berikut:

a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

b. Huruf Arab yang belum ada padanya dalam huruf latin dicarikan
padanya dengan cara memberi tanda diakritik dengan dasar atau fonem
satu lambang

c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

B. Rumusan Pedoman Transliterasi

Rumusan pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi: konsonan, vokal,
maddah, ta marbutah, syaddah, kata sandang ( di depan huruf syamsiyah dan

gamariah ), hamzah, penulisan kata, huruf kapital, dan tajwid.

Penjelasan dari rumusan pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan
sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab

dan transliterasi dengan huruf latin:

Xii



Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif A A
- Ba B Be
<O Ta T Te
< Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di bawah)
é Kha Kh ka dan ha
D Dal D De
3 7al Z zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zay z Zet
B Sin S Es
g Syim Sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah)
) Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)
L Za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
& Ghin GH Ghe
s Fa F Ef
a3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
O Nun N En
K Waw w We
2 Ha H Ha
I3 Hamzah ¢ Apostrof
&S Ya Y Ye
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a
0 Kasrah i i
-::f‘:::- dammah u u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa antara baris dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
e O fathah dan ya ai adani
5 i fathah dan waw au adanu
Contoh:
Arab Nama
CasS kaifa
J haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang

berupa huruf dan tanda yaitu:

lambangnya berupa transliterasinya




Baris dan Huruf dan

Huruf Nama Tanda Nama
[ fathah dan alif A a dan garis di atas
- kasrah dan ya I I dan garis di atas

5, dammah dan waw U u dan garis di atas

Contoh:

Arab Latin Arab Latin
J@ qala J,.\:é qila

=) rama :5 LY yaqiilu

4. Ta’ al-Marbuzah (3)

Transliterasi untuk ta” al-marbuzah ada tiga:

a.

Ta’ al-marburah hidup
Ta’ al-marburah yang hidup atau mendapat baris fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah /t/. Contoh:
d\sja\ﬂ 2\.».'4})

Ta’ al-marbugrah mati

rawdatul atfal

Ta’ al-marbuzrah yang mati atau mendapat tanda sukun,

transliterasinya adalah /h/. Contoh:
aalh talhah
Jika pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbutah tersebut ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
5y 3iall Al

al-Madinah al-Munawwarah

XV



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasinya dilambangkan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid

tersebut.

Contoh:
Arab Latin Arab Latin
\;3:) Rabbana 33\5\ al-birr
I Nazzala Zall al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
«J) " tetapi dalam transliterasi ini kata sandang dimaksud dibedakan atas kata

sandang yang diiringi oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh

huruf gamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyunya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan

bunyinya.

Kata sandang, baik diikuti huruf syamsiah maupun gamariah, ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.Contoh:

Arab Latin Arab Latin

AT

) PR . %
Ja5 ar-rajulu Aldl) al-galam
s

=

Creail] asy-syamsu R al-jalal
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7. Hamzah

Dinyatakan sebelumya bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata.
Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
Arab Latin Arab Latin
Q}J;u ta’khuziina L}L\Jf\\ umirtu

P
By T

syai’un JS\ akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi i/ (kata kerja), isim (kata benda), maupun
harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau baris yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh:
Arab Latin
R RUEA IRAY [ 2 g | < ewa innalldha lahuwa khair ar-razigin
) Jj e }SJ oS ewa innalldha lahuwa khairurrrazigin
S S S e fa aufii al-kaila wa al-mizan
u\)..y/d\j d.-}ﬁ\ | 59 5l e fa aufiil-kaila wal-mizan
Aoy °\ a3 e brahim al-khalil
s el ) o ibrahim al-khalil

9. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
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awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiul

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazt bi bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’anu;

Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur’anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian. Jika penulisannya disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau baris yang dihilangkan maka huruf kapital tidak

dipergunakan
Contoh:
Nasrun minallahi wa fathun qarib
Lillahi al-amru jami’an
Lillahil-amru jami’an
Wallahu bikulli syai’in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu,

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu

Xviii
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (Ua.\k: UUM) untuk menaati

perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.! Dalam Undang-
undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Algquran dan
Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun
1991 mengandung asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.? Tujuan
perkawinan sangatlah banyak dan salah satunya adalah mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekedar pada batas pemenuhan biologis
atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang

berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Dengan adanya tujuan-tujuan dari pernikahan Islam menganjurkan
menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.® Sebagaimana dianjurkan

dalam Alquran. Surah an-Nir ayat 32:

BN -UEROL O

SHAECGY Y HOEOTSO= Do S
S I & *xV QI RECO w30

tAhmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 51.

27Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.7.

SAbdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usroh Wa Ahkamuha
Fi At-Tasyri’Al-Islami, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), h. 42.
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha

mengetahui”.*

Keberadaan tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor
39 tahun 2017. Tidak membuat masyarakat takut untuk melakukan perkawinan,
karena jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Binjai terus mengalami
peningkatan berdasarkan data yang di peroleh dari tiga KUA di kota Binjai yang
dipilih penulis dalam tesis ini seperti: KUA Binjai Kota, KUA Binjau Utara, dan
KUA Binjai Timur

Tabel Pernikahan Di KUA Binjai Kota, KUA Binjau Utara, dan KUA Binjai
Timur Tahun 2018-2019°

No Kecamatan Tahun Jumlah
1 Binjai Kota 2018 237
2 Binjai Urara 2018 703
3 Binjai Timur 2018 629

1569
1 Binjai Kota 2019 239
2 Binjai Urara 2019 773
3 Binjai Timur 2019 703
1715

“Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sygma Examedia
Arkanleema, 2009), h. 354

5 Data pernikahan di KUA dikutip dari, Simkah.Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 15 Juni
2020, 10.00 WIB



Tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun
2017 diterapkan dari Bulan Desember tahun 2017 di Kecamatan Binjai Barat.
Kemudian di Bulan Januari 2018 peraturan tersebut diterapkan secara keseluruhan
di kota Binjai. Bagi calon pengantin yang mencatatkan pernikahan di kantor KUA
maka harus melaksanakan tes narkoba dengan membawa bukti kartu kendali yang
sudah diberi tanda oleh BNNK-Binjai. Tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota Binjai dibuat oleh walikota Binjai karena semakin meningkatnya jumlah
perceraian di kota Binjai disebabkan narkoba sehingga timbul ketidakharmonisan
dalam rumah tangga dan meninggalkan kewajiban. Di kutip dari salah satu berita
online, H. M. Idham, M.Si. selaku Walikota Binjai mengatakan bahwa
menurutnya  semakin  meningkatnya  jumlah  perceraian  disebabkan

penyalahgunaan narkoba sehingga timbul ketidakharmonisan dalam rumah

tangga.®
Tabel Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Binjai
Tahun 2017
No Tahun Perkara
1 2017 453
Jumlah 453

Data perceraian di Pengadilan Agama Binjai tahun 2017 dengan rincian;
carai talak berjumlah 104, cerai gugat berjumlah 349. Adapun faktor penyebab
perceraian adalah ekonomi berjumlah 71, tidak ada tanggung jawab berjumlah 55,
tidak ada keharmonisan berjumlah 210. Dari jumlah faktor perceraian tersebut

yang dominan di tahun itu adalah narkoba.’

Dengan adanya tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai
nomor 39 tahun 2017 yang dibuat walikota Binjai atas kesepakatan bersama
dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Kementrian Agama Kota

Binjai dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Binjai

& Prosedur Perkawinan dikutip dari, http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/binjai-
miliki-prosedur-perkawinan, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, 10.00 WIB

" Helmilawati, Hakim di Pengadilan Agama Kota Binjai, Hasil Wawancara di PA, 20 Mei
2020



http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/binjai-miliki-prosedur-perkawinan
http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/binjai-miliki-prosedur-perkawinan

tentang Pembentukan Smart Teen Generation Kota Binjai Nomor 100-6628,
Nomor B/2912/X/Ka/SU.03/2017/BNNK-Binjai, Nomor 262 Tahun 2017, Nomor
125/Skr/PKK.Kota/X/2017. Maksud Bapak Walikota Binjai membuat peraturan
ini dalam rangka melindungi masyarakat Binjai khususnya perempuan di Kota
Binjai dari hal-hal yang merusak generasi bangsa serta untuk mewujudkan
keluarga dan mayarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan berkualitas maka
dipandang perlu melaksanakan pembinaan keluarga sejahtera bagi calon
pengantin di Kota Binjai melalui standar pelayanan prosedur perkawinan, salah
satunya Tes Narkoba Pranikah di Kota Binjai.®

Semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah ini membuat para calon
pengantin harus terlebih dahulu mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera
yang di dalamnya ada tes narkoba bagi setiap pasangan calon suami istri untuk
mendapatkan kartu kendali sebagai syarat dalam mendapatkan NA dan buku akta
nikah, jika tidak mengikuti program tersebut maka kemungkinan terjadi
perkawinan akan ditunda sampai calon pengantin mendapatkan kartu kendali.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala seksi P2ZM BNN kota Binjai
Bapak Ardi Efendi, S.E bahwa kartu kendali merupakan syarat yang harus di
bawa oleh calon pengantin selain NA yang di keluarkan oleh pihak Kelurahan.
Jika tidak ada maka pihak KUA tidak bisa menyelenggrakan perkawinan.
Pernikahan akan tetap dicatat oleh pihak KUA karena calon pengantin harus
mendaftar 10 hari sebelum melangsungkan akad nikah namun buku akta nikah
belum bisa di berikan kepada calon pengantin tersebut sampai adanya kartu

kendali.®

Hal tersebut telah dialami oleh pasangan Fitri dan Yudha. Mereka adalah
pasangan yang mendaftarkan perkawinan di KUA Binjai Utara yang berasal dari
Kelurahan Jatinegara. Yudha mempunyai pekerjaan yang berada di luar Kota
Binjai, membuatnya kesulitan untuk mendapatkan cuti kerja sehingga segala

urusan perkawinannya diurus oleh orangtua dan keluarga Perempuan. Namun

8 Ardi Efendi, Kepala Seksi P2M BNN di Kota Binjai, wawancara di BNN Binjai, 13 April
2020.
® 1bid.



setelah ada peraturan ini salah satunya tes narkoba membuatnya harus pulang
untuk mengurus kartu kendali, padahal ia hanya mendapatkan cuti kerja tiga hari
sebelum dilangsungkannya akad. Maka dari itu, pihak KUA memberikan waktu
sampai mereka mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera dan
mendapatkan kartu kendali, setelah itu pihak KUA bisa melangsungkan akad

nikah dan memberikan buku akta nikah.®

Melihat dari kasus-kasus tersebut menjadikan peraturan walikota ini wajib
bagi calon pengantin yang ingin mencatatkan perkawinannya di Kota Binjai untuk
mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera sebagai syarat dalam
melaksanakan perwakinannya yang mana salah satunya adalah tes narkoba .
Meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada yang mensyaratkan hal
yang seperti itu, tapi itu adalah suatu aturan yang baik bagi masyarakat kota Binjai
sebagai syarat formil untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba.!! Suatu aturan
yang dibuat tentu memiliki tujuan. Yang di dalam istilah adalah magasid asy-
syari’ah. Maka menurut hemat penulis juga perlu ditinjau dari magdasid asy-

syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba dalam peraturan walikota Binjai tersebut.

Berdasarkan dari masalah di atas , kemudian mendorong penulis untuk
mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh lagi pelaksanaan tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017. Oleh karena itu,
penulis mengangkat sebuah judul tentang “Eksistensi Tes Narkoba Dalam
Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau dari Magasid
Asy-Syart’ah”.

B. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi

masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah:

1. Eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39
tahun 2017.

10 Fitri, Masyarakat, Hasil Wawancara pribadi, Binjai, 26 Oktober 2019
1 yudi, S.H, M. Kn, Anggota DPRD Kota Binjai, Hasil Wawancara, Binjai, 24 Maret 2020.



Penyebab timbulnya tes narkoba pranikah dalam peraturan Walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017.

Implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan Walikota Binjai
nomor 39 tahun 2017.

Dampak dari tes narkoba pranikah dalam peraturan Walikota Binjai nomor
39 tahun 2017.

Efektivitas tes narkoba pranikah dalam peraturan Walikota Binjai nomor
39 tahun 2017

Tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba pranikah

dalam peraturan Walikota Binjai nomor 39 tahun 2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pokok persoalan yang akan

diangkat dalam tesis di sini adalah:

1.

Bagaimana eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 20177
Bagaimana implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017?
Bagaimana tinjauan maqasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba

pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017?

Batasan Masalah

Fokus penelitian ini terbatas pada masalah Eksistensi Tes Narkoba Dalam

Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau dari Magasid asy-

Syart’ah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan istilah-istilah yang digunakan di

dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa

istilah pokok yang dipakai sebagaimana yang tercantum dalam judul maka penulis



memangdang perlu untuk memberikan batasan terhadap istilah yang dianggap

sangat urgen dalam penelitian ini, yaitu:
1. Eksistensi

Secara etimologi (bahasa), eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu
excitence yang artinya keberadaan, sedangkan dari bahasa latin yaitu existere yang
berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Jika dipahami melalui
kata ex berarti keluar dan sistere berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian
secara terminologi (istilah), yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang
memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di
dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang
menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat
inherennya).'?Sedangakan eksistensialisme adalah gerakan filsafat yang

menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.*3

2. Tes Narkoba

Tes narkoba adalah teknik analisis dari sampel biologis contoh : Urin,
Rambut, Darah, Keringat, Cairan. Untuk menentukan ada tidaknya jenis obat
spesifik atau metabolitanya.’* Maka metode tes narkoba pranikah yang dipakai
adalah melalui urine.

3. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota merupakan peraturan perundang-undangan yang
dibuat atau dikeluarkan oleh Walikota. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011
yang berbunyi:

“ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

12| orens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183.
13 1bid., h. 185.
14 Ardi Efendi, Kepala Seksi P2M BNN di Kota Binjai



Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di

atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.’® Terdapat juga di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 tentang

jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup

peraturan yang ditetapkan oleh:*®

o o

- ®o o o

= @

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

Dewan Perwakilan Rakuat (DPR);

Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

Mahkamah Agung;

Mahkamah Konstitusi (MK);

Badan Pemeriksa Keuangan;

Komisi Yudisial;

Bank Indonesia;

Menteri;

Badan,lebaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota;

Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya

Bunyi Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 tentang Peraturan perundang-

undangan tersebut di atas dapat diakui keberadaannya dan memiliki hukum

15

https://mww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-
daerah-kota-dan-peraturan-walikota/, diakses pada 22-01-2020 pukul 11.00 WIB

16 1bid


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/

mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-udangan yang lebih

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.'’

Jadi, menurut hemat penulis Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan
perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun
ditetapkan oleh walikota. Maka dari beberapa penjelasan di atas dapat Kita tarik
kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Walikota.
4. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017

Tes Narkoba dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017
merupakan salah satu dari prosedur pernikahan di kota binjai. Peraturan ini
ditujukan bagi masyarakat Kota Binjai dan masayarakat di luar Kota Binjai yang
hendak melakukan pencatatan perkawinannya. Implementor tes narkoba adalah
BNN kota Binjai. Setelah catin (calon pengantin) melakukan tes narkoba melalui
urine maka mendapatkan kartu kendali yang sudah diberi stempel oleh petugas

dan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan pernikahan di KUA®
5. Magasid asy-Syari’ah

Magasid asy-syari’ah merupakan kata majmuk (idafi) yang terdiri dari dua
kata yaitu magasid dan asy-Syari’ah. Secara etimologi, magasid merupakan
bentuk jamak (plural) dari kata magasad '° yang terbentuk dari huruf gaf, sad dan
dal, yang berarti kesengajaan dan maksud. Sedangkan kata asy-syari’ah secara
etimologi berasal dari kata syara’a - yasyra’u - syar’an yang berarti membuat
syari’at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara’a
lahum syar’an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna

sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.

7 1bid.

18 peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 pasal 8 point ke-6.

19 Muhammad Idris al-Marbawiy, Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu (Bandung: al-
Ma’arif, Juz 1, tt.), h. 136.

20Hashi Umar, Nalar Figih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36.



Sedangkan asy-syari’ah secara terminologi ada beberapa pendapat.
Menurut Asaf A. A. Fyzee menjelaskan bahwa asy-syari’ah adalah canon law of
Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas?. Satria Effendi
memiliki penjelasan yang lain bahwa asy-syari’ah adalah al-nushish al-
mugaddasah yaitu nas yang suci yang terdapat dalam Alquran dan Alhadis al-
Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia sehingga cakupan
asy-syari’ah ini meliputi bidang i’tigadiyyah, ‘amalivah dan khulugiyah?2.
Demikianlah makna asy-syari’ah, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin
telah terjadi penyempitan makna asy-syari’ah. Mahmud Syalthiith memberikan
uraian tentang makna asy-syari’ah, bahwa asy-syari’ah adalah hukum-hukum dan
tata aturan yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar
dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama
antar manusia, alam dan seluruh kehidupan®. Sedangkan Ali al-Sayis
menjelaskan bahwa asy-syari’ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh
Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkanya demi

kepentingan mereka?*.

Dengan mengetahui pengertian magasid dan asy-Syari’ah Secara
etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian magasid asy-
syari’ah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari’atkanya
hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa magdasid asy-syari’ah erat
kaitanya dengan hikmah dan ‘illat. Sementara apabila Kita berbicara magasid asy-
syari’ah sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak
akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh
ulama-ulama Kklasik, sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang

berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang

ZAsaf ALA. Fyzee, The Outlines of Muhammadan Law (Delhi: Idarah-1 Adabiyat-I, 1981), h.
19-20.

22Gatria Effendi, Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1990), h. 312.

ZMahmud Syalthiith, Islam: ‘Agidah Wa Syari’ah (Qahirah: Dar al-Qalam, 1966), h. 12. Lihat
juga M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet.
IV), h. 5-6.

24Ali al-Sayis, Nash’ah al-Figh al-ljtihadi wa al-Ruh (Qahirah: Majma’ al-Islamiyyah, 1970),
h. 8
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hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi magasid asy-syari’ah yang
kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama
kontemporer, seperti at-Tahir Bin ‘Asylir yang membagi magqasid asy-syari’ah

menjadi dua bagian:
Lalal) Ay i) aealig

Bagian pertama at-Tahir Bin ‘Asyir maksudkan sebagai hikmah, dan
rahasia serta tujuan diturunkannya asy-Syari’ah Secara umum yang mencakup
seluruh aspek syari’at dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang
tertentu. Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode
tertentu yang dikehendaki oleh Syari’ dalam rangka merealisasikan kemaslahatan
manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari’at
yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. Sedangkan menurut
‘Allal al-Fasi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari’atan sebuah
hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang
mengandung kemaslahatan untuk manusia?®.

Wahbah al-Zuhailiy berpendapat bahwa magasid asy-syari’ah adalah
nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari
hukum-hukumnya. Dalam kata lain bahwa nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dapat
dipandang sebagai tujuan dan rahasia asy-syari’ah apabila yang menetapkannya
adalah Syari’ (pembuat syari’at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap
ketentuan hukum?’.

Sementara Syatibi menyatakan bahwa beban-beban asy-syari’ah kembali
pada penjagaan tujuan-tujuanya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari

tiga macam: daririyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Syari’ memiliki tujuan yang

B At-Tahir Bin ‘Asyiir, Magasid Asy-Syari’ah al-1slamiyah (Qahirah: Dar al-Salam, 2009), h.
50

%<Allal al-Fasi, Magasid Asy-Syari’ah al-lslamiyah wa Makarimiha (Dar al-Garb al-Islami,
1993, cet. Ke-Ill), h. 56.

2"Wahbah al-Zuhailiy, Usul al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, cet. Ke-Il), h.
225.
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terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan

manusia di dunia dan di akhirat?®.

F. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka di sini
dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena tujuan
penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah
dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota Binjai nomor 39 tahun 2017.

2. Untuk mengetahui implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota Binjai nomor 39 tahun 2017.

3. Untuk mengetahui tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes

narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas
bagi pembaca. Terdapat 2 (dua) manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat

praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Mengetahui eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017

b. Mengetahui implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota Binjai nomor 39 tahun 2017

c. Mengetahui tinjauan magqasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes
narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun
2017

8Syatibi, al-Muawdafaqat Fi Usil Asy-Syari’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, t.t), Juz 2, h.
3.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai
tes narkoba pranikah sebagai standar pelayanan prosedur perkawinan
di Binjai dan umumnya untuk seluruh masyarakat kota di Indonesia.

b. Bagi tokoh agama, dan pihak yang terkait, diharapkan dapat
memberikan gambaran dari hasil pelaksanaan tes narkoba dalam
peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017.

c. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi bagi peneliti lain di bidang terkait.

H. Landasan Teori

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar peneliti dapat memiliki dasar
yang kokoh, dan bukan sekedar coba-coba (trial and error). Adanya landasan
teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data.?® Adapun landasan teorinya yaitu:
1. Kerangka Teori

Kerangka teori/kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara
terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun objek

permasalahannya:

a. Eksistensi Tes Narkoba Pranikah dalam Peraturan Walikota Binjai
Nomor 39 Tahun 2017

Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, dari tingkat tertinggi
sampai tingkat terendah. Maka, peraturan walikota Binjai merupakan perundang-

undangan yang tingkatnya terendah. Sebagaimana Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU

29 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 79.
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12/2011 Jenis peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang

ditetapkan oleh:*

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b. Dewan Perwakilan Rakuat (DPR);

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

d. Mahkamah Agung;

e. Mahkamah Konstitusi (MK);

f. Badan Pemeriksa Keuangan;

g. Komisi Yudisial;

h. Bank Indonesia;

i. Menteri;

j. Badan,lebaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;

k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota;

I.  Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya

Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 Peraturan perundang-undangan
tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi

atau dibentuk berdasarkan kewenangan.3!

b. Implementasi Tes Narkoba Pranikah dalam Peraturan Walikota
Binjai Nomor 39 Tahun 2017

Menurut 1. Nyoman Sumaryadi bahwa implementasi peraturan tidak

terlepas dari tiga unsur yang penting, yaitu;

a. Unsur kebijakan/peraturan
b. Unsur target group (sasaran masyarakat)

c. Implementor (pelaksana)

%0 1bid
3 1bid
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Dalam tesis ini sudah terdapat tiga unsur yang penting sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya, yaitu;

1) Unsur kebijakan/peraturan: Peraturan walikota adalah merupakan
suatu kebijakan/aturan yang dibuat oleh walikota berdasarkan
Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Pelaksanaan tes narkoba pranikah
merupakan peraturan walikota Binjai yang terdapat dalam
peraturan walikota nomor 39 tahun 2017.

2) Unsur target group: adalah orang yang ingin mencatat
pernikahannya di kota Binjai.

3) Implementor: adalah pegawai BNN Kota Binjai.

c. Tinjauan Magasid asy-Syari’ah Terhadap Eksistensi Tes Narkoba
Pranikah dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017

Inti dari teori magasid asy-syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan
sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.
Atau disebut dengan maslahat. Karena penetapan hukum dalam Islam harus
bermuara kepada maslahat. Tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes
narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai akan sampai kepada
kemaslahatan apabila dijalankan secara serius dan dengan pengawasan yang ketat
berdasarkan SOP yang ada. Karena kalau tidak maka maslahat dari peraturan

tersebut tidak akan tercapai.
Teori dalam penelitian ini, antara lain:
2. Teori Magasid asy-Syart’ah

Imam Syatibi menjelaskan bahwa tujuan agama adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan di dunia dan di akhirat.®? Tujuan syari’at adalah mewujudkan
kemaslahatan umum dengan cara menjadikan hukum paling utama serta sesuai

dengan kebutuhan dan kemaslahatan mukallaf. Maslahah merupakan suatu

32Gyatibi, al-Muwdafagat, h. 30.
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metode yang digunakan dalam memutuskan beberapa hukum agama. Maka
Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga bagian berurutan dari kebutuhan,

yaitu: daririyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Darariyat memiliki bagian maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat
hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi darariyat-nya, maka akan terjadi
kerusakan di dunia dan di akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan daririyat yang
hilang.® dariirivar dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal.

Contoh dari menjaga agama adalah dengan mendirikan rukun Iman dan Islam.®*

Setelah darariyat adalah hajiyyat. Hajiyyat merupakan bagian maslahah
yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan
kesusahan. Namun, ketiadaan hajiyyar tidak menyebabkan kerusakan di dunia
maupun di akhirat.® Contoh dari hajiyyar adalah keringanan (rukhsah) dalam

ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.®

Terakhir adalah tahsiniyyat. Tahsiniyyat dapat didefinisikan sebagai
pelengkap atau penyempurna dari dua magdasid sebelumnya, meliputi adat
kebiasaan dan akhlak mulia.®” Salah satu contoh dari taksiniyyat adalah larangan

membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.
I. Kajian Terdahulu

Dalam membahas tema ini, penulis telah melakukan kajian terhadap

tulisan-tulisan yang pernah diangkat sebelumnya, di antaranya:

Jurnal Hukum Keluarga. 2012 “Analisis Hukum Islam Terhadap
Kewajiban Tes narkoba Bagi Calon Pengantin Wanita Di Wilayah Kua
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” oleh: Tatimul Kholidah. TAIN Sunan

Ampel Surabaya. Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahawa berdasarkan

33Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Sydtibi cet. 3. Virginia: Maktabah
al-Hidayah, 1995. h. 145-146

3 Syatibi, al-Muawafagat h. 221

% Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ....., h. 146

% Syatibi, al-Muawafagat, h. 222-223

37 Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ....., h. 148
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analisis hukum Islam bahwa tes kesehatan kepada calon istri boleh sebab tes
kesehatan dapat mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam menentukan
suatu keputusan hukum bagi wanita yang ketahuan hamil di luar nikah. Hal ini
mempertegas KHI pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan perkawinan wanita hamil

dengan pria yang menghamili. Selain itu, juga sejalan dengan kaidah Ustliyah
Yrlladl Gla e adie anldall ads

Jurnal Kesehatan Andalas. 2018 “ Gambaran Hasil Pemeriksaan Urine
pada Pasien dengan Pembesaran Prostat Jinak di RSUP DR. M. Djamil Padang”
oleh: Azia Putri Al Jamil, Dian Pertiwi, Dwitya Elvira. Dalam jurnal ini penulis
menyimpukan bahwa tes kesehatan sangat menentukan untuk menemukan

keluhan pasien terhadap pembesaran prostad jinak.

Beberapa pembahasan terdahulu tidak ada membahas tentang tes narkoba
pranikah bagi catin (calon pengantin) suami istri dan tujuan syari’at (magasid asy-
syari’ah) dalam eksistensi tes narkoba tersebut yang mana itu adalah sangat
penting untuk di bahas, maka penulis dalam hal ini akan fokus kepada tiga
pembahsan. Pertama, eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017. Kedua, implementasi tes narkoba pranikah dalam
peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017. Ketiga, tinjauan magasid asy-
syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai

tersebut.

J. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunkan
pikiran secara seksama yang berguna agar tercapainya suatu tujuan dengan cara

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai kepada menyusun
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laporan.®® Istilah metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara, namun
demikian, menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan-

kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.3®

Metode penelitian ini yaitu deskriptif analisis, adalah yang berguna untuk
mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang telah
dilakukan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.*
Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.** Pendekatan
sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

sistem kehidupan yang nyata.*?

Jenis penelitiannya adalah hukum empiris yaitu menelaah ketentuan
hukum vyang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di
masyarakat.**Atau dengan kata lain jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-
fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul
kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada

penyelesaian masalah.*

Maka penelitian ini dilakukan secara insentif di seluruh kajian ini. Artinya,

bahwa penelitian ini adalah mengkaji eksistensi tes narkoba pranikah dalam

38 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2002),h. 1.

39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2012), h.5.

40 Sugiono, Metode Penelitian......, h. 29.

41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), h. 24.

42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Press, 1986), h. 51.

43 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

44 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, h.16
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peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, implementasi tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, dan tinjauan
magqasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, sehingga peneliti menganalisis mengenai
bagaimana eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor
39 tahun 2017, implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017, dan tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap
eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun
2017, kemudian menjawabnya pada rumusan masalah, yakni; (a) mengetahui
eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun
2017, (b) mengetahui implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, (c) mengetahui tinjauan magasid asy-
syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai
nomor 39 tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Binjai dengan meneliti eksistensi
tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017,
implementasi tes narkoba pranikah, dan tinjauan maqasid asy-syari’ah terhadap

eksistensi tes narkoba pranikah tersebut
3. Jenis dan Sumber data
Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama atau kedua dan ketiga yang terkait dengan
permasalahan yang dibahas .*> Sumber data yang didapatkan dari
lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: Ketua MUI
Kota Binjai, KUA kota Binjai, Kepala Seksi P2ZM BNNK Binjai,

4 Amiruddin,Pengantar Metode Penelitian Hukum.( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:
2006).h. 30.
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Anggota DPRD Kota Binjai, Petugas PPKB, Hakim Pengadilan
Agama Binjai, Calon Pengantin.

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi data
primer seperti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan
hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sabagai perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
tentang Hukum Perkawinan.

c) Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai
Nomor 39 Tahun 2017

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, yaitu:

a) Buku-buku yang berkaitan terhadap judul dan permasalahan
yang dikaji dalam penulisan tesis ini.

b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
penulisan tesis ini.

c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini.

d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan tesis
ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
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a) Kamus hukum

b) Kamus bahasa indonesia
c) Kamus bahasa inggris
d) Ensiklopedia terkait.

c. Teknik Pengumpulan Data adalah langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,
maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar
data yang ditetapkan.*® Untuk memperoleh data-data yang
berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan teknik
pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dengan cara
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.*’

1) Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Observasi
adalah teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan
dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan
kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada

orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.*®

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat
digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi
yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan,

objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.*®

Observasi yang dilakukan adalah untuk menyajikan gambaran realistis

perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku

46 Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 308.

47 Ibid., h. 309.

“8 Ibid., h. 203.

49 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I,
2013), h. 140.

21



manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu

melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Hasil observasi ini diperlukan untuk memperoleh data sekaligus dapat
mendukung dan memberikan gambaran secara rinci tentang obyek penelitian di
lapangan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap semua kegiatan pelaksanaan
tes narkoba yang dilakukan oleh pegawai BNNK Binjai kepada calon mempelai
yang hendak melakukan pernikahan di kantor PPKB.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah melalui wawancara.
Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam
dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini lebih kepada

laporan tentang diri sendiri atau self-report.%°

Maka sebagai responden peneliti adalah Ketua MUI kota Binjai, anggota
BNN kota Binjai, anggota DPRD kota Binjai, anggota PPKB, hakim Pengadilan
Agama Binjai, KUA Binjai dan satu masyarakat kota Binjai yang telah melakukan

peraturan walikota tersebut.
3) Dokumentasi

Teknik penumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi
adalah cara untuk mengumpulkan, mengelola dan menyimpan informasi di bidang
pengetahuan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen
biasanya dibagi atas dua jenis yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi.
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat catatan
harian, cendera mata, laporan, ertefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas

pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk

%0 Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 194
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mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan
dokumenter terbagai ke beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku
atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di
server dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.>* Maka dokumentasi yang
telah dilakukan dalam penelitian ini adalah rekaman audio dan catatan yang
dilakukan kepada BNNK Binjai, PPKB, Anggota DPRD Kota Binjai, Ketua MUI
Kota Binjai dan Hakim di Pengadilan Agama Binjai dan KUA Binjali.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

yang diceriktakan kepada orang lain.>?

Maka Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara,
observasi maupun studi dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis data. Adapun analisis data yang telah digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses
memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan,
mentransfortasikan data yang tertulis dari catatan lapangan,

b. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data
sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari

padanya.

°1 Noor, Metodologi Penelitian, h. 140.
52 Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 334.
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C.

Setelah display data maka dilakukan verifikasi sekaligus penarikan
kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada

penelitian.>

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji

validitas dan reliabilitas.®® Sedangkan Moleong dalam membangun teknik

pengujian keabsahan yang dinamakan teknik pemeriksaan.> Uji kredibilitas data

atau kepercayaan teerhadap data hasil penelitian kualitaif antara lain:>®

a.

C.

Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran penelitidalam setiap
tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami
semua data yang dihimpun dalam penelitian karena, hampir
dipastikan bahwa peneliti kualitatif adalah orang yang langsung
melakukan wawancara dan observasi dengan informan-
informannya. Oleh karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti
yang memiliki waktu yang lama bersama dengan informan di
lapangan bahkan sampai kejenuhan dalam pengumpulan data
tercapai,

Menemukan Siklus Kesamaan Data

Tidak ada kata sepakat mengenai kapan suatu penelitian kualitatif
dihentikan dalam arti kapan selesainya suatu penelitian dilakukan
secara kualitatif. Ketika peneliti mengatakan bahwa setiap hari ia
menemukan data baru, maka artinya ia masih harus terus bekerja
untuk menemukan data lainnya karena informasi yang ingin
diperolehnya masih banyak,

Ketekunan Pengamatan

%3 |Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 139-

142.

54 Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 363.
% Lexxy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2006), h. 237.
% Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 368-380.
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Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan
penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam
pengamatan di lapangan,

. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data

Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran,
subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di
lapangan. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan
membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda
dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan
data hasil penelitian pengamatan dengan wawancara dan hal-hal
lainnya yang butuhkan. Triangulasi Metode dilakukan untuk
melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan
data, apakah informasi yang di dapat dari beberbagai metode sama
atau berbeda. Dan Tringulasi dengan Teori dilakukan dengan
menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang
muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan
pembanding,

Kajian Kasus Negatif

Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh
dan kasus yang tidak sesuai dengan dan kecenderungan informasi
yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding,
Kecukupan Referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan
memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil

penelitian yang telah dilakukan,

. Uraian Rinci

Uraian rinci adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan kepada
pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan
yang serinci-rincinya,

. Auditing
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Konsep ini konsep manejerial yang dilakukan secara ketat dan
dimanfaatkan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data.
Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau

keluaran.

K. Teknik Penulisan

Penelitian ini supaya memiliki keseragaman dalam penulisannya maka
dalam hal pedoman penulisan berpedoman kepada Pedoman Penulisan Proposal
dan Tesis PPs IAIN Sumatera Utara yang diterbitkan oleh PPs IAIN Sumatera
Utara tahun 2017. Dan terjemahan ayat-ayat Alquran dikutip dari Departemen
Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sygma Examedia
Arkanleema, 2009).

L. Garis-Garis Besar Isi Tesis

Untuk mempermudah pembahasan penulisan ini maka akan disusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | menjelaskan tentang pokok permasalahan yang menjadi
landasan awal penelitian yaitu membahas tentang Latar Belakang Masalah,
Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Penjelasan Istilah,
Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu,
Metodologi Penelitian, Teknik Penulisan, Garis-Garis Besar Isi Tesis Serta Isi.

Pada bagian ini merupakan kerangka dasar dan mengarah aktivitas penelitan.

BAB I membahas tentang Eksistensi Tes Narkoba Pranikah dalam
Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 antara lain: Letak Geografis
Kota Binjai, Pengertian Peraturan Walikota, Prosedur Perkawinan, Eksistensi Tes
Narkoba Pranikah.

BAB Il membahas tentang Tinjauan Umum Magasid asy-Syari’ah
antara lain: Pengertian Magasid, Pengertian Asy-Syari’ah, Pengertian Magasid

asy-Syari’ah, Biografi Imam Syatibi, Magasid asy-Syari’ah Menurut Syatibi,
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Metode Penentuan Magasid Menurut Syatibi, Beberapa Pendekatan Dalam
Mengetahui Magasid asy-Syari’ah, Skala Prioritas, Lima Tujuan Hukum Islam,
Peranan Magasid asy-Syari’ah Dalam Pengembangan Hukum. Hubungan Tes
Narkoba Dengan Alguran, Hubungan Tes Narkoba Dengan UU, Hubungan Tes
Narkoba dengan Magqasid asy-Syari’ah: Menjaga Agama, Menjaga Diri, Menjaga

Akal, Menjaga Keturunan, Dan Menjaga Harta.

BAB VI penemuan; Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam
Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017, Implementasi Tes Narkoba
Pranikah Dalam Peraturan Walikota Tersebut, dan Tinjauan Magasid asy-
Syari’ah Terhadap Eksistensi Tes Narkoba Pranikah , pembahasan.

BAB V PENUTUP  penulis menjabarkan pada bab ini dengan

mengurutkan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran.

BAB Il
EKSISTENSI TES NARKOBA PRANIKAH DALAM

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39 TAHUN 2017
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A. Geografis Kota Binjai

Kota Binjai yang terletak dibagian Timur Laut Provinsi Sumatera Utara
sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan
dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan berbatasan
dengan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota
Binjai dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang
menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,

khususnya untuk Pantai Timur Sumatera, yakni jalur Medan-Aceh.®’

Kota Binjai berada pada ketinggian lahan 3-76.5 m dpl dan tingkat
kelerengan 0-8%. Berdasarkan data keadaan wilayah perencanaan Kota Binjai
mempunyai topografi datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang
sangat tinggi. Secara keseluruhan lahan yang ada di wilayah penelitian termasuk
dalam kategori tingkat kemudahan pemanfaatan tinggi, dengan kata lain bahwa
wilayah perencanaan mempunyai tingkat kestabilan tinggi dan sangat sesuai untuk
pengembangan kegiatan yang memerlukan pembangunan fisik lahan sehingga
sangat mendukung sekali untuk proses dilaksanakannya pembangunan kota.
Berdasarkan hasil analisis lahan yang layak dikembangkan berdasarkan tingkat
ketinggian dan kelerengan dapat dikembangkan diseluruh kawasan di Kota

Binjai.>®

Secara garis besar jenis tanah dapat dibedakan ke dalam dua jenis tanah
yaitu Andosol dan Aluvial. Kedua jenis tanah ini menyebar secara merata di
wilayah Kota Binjai. Untuk tanah yang berjenis Andosol terdapat di Kecamatan
Binjai Kota dengan luas 297 Ha, Binjai Selatan dengan luas 2949 Ha, Binjai

Timur dengan luas 585 Ha dan Binjai Barat dengan proporsi luas 7 Ha. Jenis

57 Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021. Tentang
Gambaran Umum Kota Binjai. Bab II, h.21
%8 Ibid
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tanah ini merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan
profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan
organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan
bersifat licin berminyak (smeary), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam,
kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas
sedang dan peka terhadap erosi.

Untuk jenis tanah Aluvial terdapat di Kecamatan Binjai Selatan dengan
proporsi luas sebesar 47 Ha, Kecamatan Binjai Kota dengan luas 438 Ha,
Kecamatan Binjai Timur dengan luas 1.798 Ha, Kecamatan Binjai Barat seluas
1.407 Ha, dan Kecamatan Binjai Utara sebesar 2.234 Ha. Jenis tanah ini masih
muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk Aluvium,
tekstur beranekaragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan

basah lekat, PH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi.

Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan
daerah cekungan (depresi), sehingga baik untuk pengembangan pertanian karena
tersedia cukup mineral yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dan jika
digunakan untuk bangunan tanah jenis ini mempunyai daya tahan yang kuat

karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus.

Struktur Geologi wilayah Kota Binjai terbagi ke dalam 3 jenis batuan,
jenis bantuan tersebut adalah Alluvium, Konglomerat dan Extrusive Intermediate
Pyroclastic yang menyebar di seluruh wilayah Kota Binjai. Bentang alam Kota
Binjai sendiri lebih berada pada bentang alam yang datar meskipun ada beberapa
bagian Kota Binjai yang berada pada bentang perbukitan sehingga di dalam

melakukan pembangunan tidak begitu terdapat kendala.

Berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana alam geologi berupa gempa
bumi maka wilayah Kota Binjai termasuk ke dalam skala daerah yang mempunyai
tingkat kebesaran gempa berkisar antara 1V hingga V (skala MMI), yaitu skala
IV-V yang tersebar dibagian selatan Galang dan Medan, daerah Binjai hingga

Pulau Tiga bagian barat laut Pulau Sumatera, dengan bahaya goncangan termasuk
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ke dalam zona D : 0,25-0,30 g yang tersebar pada bagian utara Danau Toba,
Kabanjahe, Gunung Sinabung menerus kearah barat—barat laut Laubaleng,
Mardinding, DK. Tusamserag, Selatan Bohorok, Buluh, Kutacane hingga Gunung
Bandhara (MEBIDANG-R0).%®

Kawasan budidaya, program pengembangannya terdiri dari pengembangan
kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan pemerintahan dan
bangunan umum; kawasan perindustrian; kawasan pergudangan, dan kawasan
pariwisata serta program pengembangan fasilitas sosial dan umum, infrastruktur
transportasi; pengembangan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase.
Pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi serta pengembangan

prasarana persampahan, limbah B3 dan pemadam kebakaran.®°

Kawasan Lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak
diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan
prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di
dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan
budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang
bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan
hidup. Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi
lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan
eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan
pencegahan bencana alam. Apabila ternyata di Kawasan Lindung terdapat indikasi
adanya sumber daya mineral, kandungan air tanah, atau kekayaan lainnya yang

bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Pemerintah, maka kegiatan budidaya di

% 1bid
60 1bid
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Kawasan Lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.®*

Secara administratif Pemerintah Kota Binjai terdiri dari 5 (lima)
Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan dengan batas wilayah sebagai

berikut:®2

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten
Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten
Deli Serdang.

3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Sie Bingei, Kabupaten
Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten

Langkat.

Kota Binjai terdiridari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh)

Kelurahan yaitu :5

1. Kecamatan Binjai Kota, yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

Kelurahan Setia

T &

Kelurahan Satria

Kelurahan Tangsi

o o

Kelurahan Binjali

@

Kelurahan Pekan Binjai

=h

Kelurahan Berngam

g. Kelurahan Kartini
2. Kecamatan Binjai Barat, yang terdiri-dari atas 6 (enam) kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Limau Mungkur

b. Kelurahan Suka Ramai

%1 1bid
62 1bid
8 1bid., h.3
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Kelurahan Suka Maju
Kelurahan Payaroba
Kelurahan Limau Sundai
Kelurahan Bandar Senembah

Kecamatan Binjai Timur, yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

Kelurahan Timbang Langkat
Kelurahan Mencirim
Kelurahan Tanah Tinggi
Kelurahan Dataran Tinggi
Kelurahan Tunggurono
Kelurahan Sumber Mulyo Rejo

Kelurahan Sumber Karya

Kecamatan Binjai Selatan, yang terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu :

Kelurahan Rambung Barat
Kelurahan Rambung Timur
Kelurahan Rambung Dalam
Kelurahan Binjai Estate
Kelurahan Tanah Merah
Kelurahan Tanah Seribu
Kelurahan Pujidadi
Kelurahan Bhakti Karya

Kecamatan Binjai Utara, yang terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan yaitu :

Kelurahan Jati Negara
Kelurahan Jati Karya
Kelurahan Jati Makmur
Kelurahan Jati Utomo
Kelurahan Nangka
Kelurahan Pahlawan
Kelurahan Kebun Lada

Kelurahan Damai
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e Kelurahan Cengkeh Turi

Beberapa Kecamatan yang ada di Kota Binjai Kecamatan Binjai Selatan
memiliki wilayah yang paling luas sebesar 29.96 Km?, sedangkan Kecamatan
Binjai Kota memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 4.12 Km2°4
Dilihat dari kedudukan Kota Binjai dalam wilayah yang lebih luas, Kota Binjai
dalam lingkup Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dijelaskan bahwa Kota
Binjai adalah termasuk dalam Kawasan Metropolitan MEBIDANG-RO, dimana
sektor unggulannya adalah sektor-sektor industri, perkebunan, pariwisata,
pertaniaan dan perikanan. Selain itu Kota Binjai merupakan jalan lintas antara
Aceh dan Sumatera Utara. Untuk lebih jelasanya mengenai wilayah administrasi.

B. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Walikota. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:

“ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan
hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

& 1bid., h. 4
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tinggi.%°Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 Jenis peraturan perundang-
undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan
oleh:®8

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

d. Mahkamah Agung;

e. Mahkamah Konstitusi (MK);

f. Badan Pemeriksa Keuangan;

g. Komisi Yudisial;

h. Bank Indonesia;

i. Menteri;

j. Badan,lebaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;

k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota;

I. Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya

Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 Peraturan perundang-undangan
tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi

atau dibentuk berdasarkan kewenangan.®’

Jadi, menurut hemat penulis Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan
perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun
ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat dipahami bahwa Peraturan Walikota

adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

8 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-
daerah-kota-dan-peraturan-walikota/, diakses pada 22-01-2020 pukul 11.00 WIB

 Ibid

67 Ibid
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Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Agar lebih memahaminya maka akan dibuat perbedaan mendasar antara Peraturan
Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

1. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan
Walikota dibentuk olen Walikota tanpa melibatkan (DPRD) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

2. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan

Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:

1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam

Berita Daerah.
Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan
dan Izin Mendirikan Bangunan ( Perda Kota Depok 13/2013)

2. Peraturan Wali Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Informasi Publik ( Peraturan Walikota Depok 5/2013 )

Dalam Perda Kota Depok 13/2013 jelas disebut bahwa Perda tersebut
dibuat dengan persetujuan bersama DPRD Kota Depok dan Walikota Depok.
Sedangkan dalam Peraturan Walikota Depok 5/2013 tidak ada persetujuan
bersama DPRD Kota Depok.

Di samping itu, dalam Pasal 173 Perda Kota Depok 13/2013 disebutkan

bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
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Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.
Sedangkan, dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Depok 5/2013 disebutkan bahwa
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. %
C. Prosedur Perkawinan

Di bagian ini penulis tidak menjelaskan tentang prosedur perkawinan
secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sabagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 akan tetapi penulis menjelaskan prosedur
perkawinan menurut Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 dan
adalah merupakan kota pertama di Indonesia yang mempunyai prosedur
perkawinan bagi penduduknya. Peraturan ini ditujukan bagi masyarakat Kota
Binjai dan masyarakat di luar Kota Binjai yang hendak melakukan pencatatan
perkawinannya yaitu bagi calon pengantin dan salah satu peraturan yang dimuat
dalam peraturan tersebut mengharuskan bagi calon pengantin untuk melakukan
tes narkoba melalui urine sebelum mencatatkan perkawinannya. Di langsir dari
salah satu berita online, M. ldaham selaku Walikota Binjai mengatakan bahwa
menurutnya program ini di latar belakangi keprihatinan semakin meningkatnya

jumlah perceraian disebabkan masalah ekonomi dan penyalahgunaan narkoba.

Keberadaan prosedur perkawinan bagi penduduk ini dapat menjadi acuan
untuk mengetahui kesiapan pasangan yang akan menikah dalam menghadapi
kehidupan rumah tangga. Beliau juga berharap bahwa peraturan ini dapat
menekan angka pengguna narkoba dan kasus kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT).®® Standar pelayanan prosedur perkawinan yang di singkat SP3 adalah
tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan
prosedur perkawinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban

dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

88 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-
daerah-kota-dan-peraturan-walikota/, diakses pada 22-01-2020 pukul 11.00 WIB

8http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/binjai-miliki-prosedur perkawinan,diakses
pada tanggal 15 Oktober 2019, 10.00 WIB
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berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.”® Dari pengertian tersebut

penulis menyimpulkan bahwa standar pelayanan prosedur perkawinan ini

merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Walikota Binjai dalam melindungi

masyarakat khususnya bagi yang hendak berumah tangga karena dari rumah

tangga yang baik akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Standar pelayanan prosedur perkawinan ini juga memiliki asas, maksud

dan tujuan sehingga terbentuknya dan terlaksanakannya peraturan ini akan selaras

dengan apa yang dicita-citakan, dalam peraturan ini di jelaskan dalan BAB 1I

Pasal 2:"1

1. SP3 berasas:

€.

Non diskriminasi

Kepentingan terbaik bagi calon pasangan pengantin

Hak untuk hidup, sehat, kelangsungan hidup, dan berkembang
Kesadaran dan tanpa paksaan

Pemberdayaan

2. Tujuan diadakannya SP3 di antaranya bertujuan:

a.

Mujudkan visi Walikota Binjai, khususnya misi pembangunan
Kota Binjai point kedua yakni membangun Sumber Daya Manusia
berkualitas (smart people) dengan kualifikasi pintar, sehat,
produktif dan sejahtera

Mewujudkan rumah tangga yang berkualitas, berakhlak mulia,
bahagia dan sejahtera

Meningkatkan perkawinan dengan usia ideal, wanita minimal 21
tahun pria minimal 25 tahun

Mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Mencegah kekerasan dalam rumah tangga akibat penyalahgunaan

narkoba

70 Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan
BAB | Pasal 1 ayat (19)

"1 Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan
BAB Il Pasal 2
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f.

Menurunnya angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah
tangga

Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan kelahiran anak
Melindungi masyarakat Binjai dan perempuan Kota Binjai dari
kegiatan yang merusak generasi bangsa khususnya di daerah kota
Binjai. Pasal selanjutnya diperjelaskan maksud terbentuknya
peraturan ini, yaitu Pasal 3: Maksud Peraturan Walikota ini adalah
sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat, stake holder, serta
pemangku kepentingan untuk melaksanakan peraturan ini serta
calon pengantin yang akan melangsungkan dan mencatatkan
perkawinan di Kota Binjai.™

Alur pelaksanaan standar pelayanan prosedur perkawinan tertulis dalam
Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 7 dan Pasal 8 : 7

Pasal 7:

1. Calon Pengantin penduduk Daerah mendaftarkan rencana perkawinannya

ke Kelurahan minimal 2 (dua) minggu sebelum melangsungkan

perkawinan, dengan membawa persyaratan pengurusan NA (bagi calon

pengantin beragama Islam) atau pengurusan keterangan menikah/belum

menikah (bagi calon pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghu

Chu dan aliran kepercayaan), yaitu:

a.
b.
C.
d.

e.

Surat pengantar dari kepala lingkungan

Fotokopi katru keluarga dan kartu tanda penduduk
Tanda lunas pajak bumi dan bangunan

Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 buah

Materai Rp. 6000.

2. Kelurahan mengeluarkan surat pengantar tanda terima berkas, sekaligus

menjadwalkan calon pengantin untuk mengikuti Program Pembinaan

72 Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan
BAB Il Pasal 3

73 Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan
BAB Il Pasal 7 dan 8
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Keluarga Sejahtera (PPKS) bagi calon pengantin setiap hari Selasa atau
hari Kamis jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB dan atau sesuaikan dengan
kondisi setiap minggunya di Pelayanan Perkawinan Kota Binjai.
Kelurahan mengirim data seluruh calon pengantin sesuai dengan jadwal
Pembinaan ke Kecamatan atau kepada Operator/ Petugas PPKB
Kecamatan melalui online untuk pencatatan pelaporan dan pengisian data
pada kartu kendali yang merupakan fungsi kontrol dan evaluasi
Kecamatan.
. Calon Pengantin datang sesuai jadwal pelaksanaan Pembinaan Keluarga
Sejahtera pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan membawa surat
pengantar tanda terima berkas dari Kelurahan.
. Calon pengantin diberikan Konseling Pra nikah oleg Psikolog yang telah
ditunjuk dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
tanpa dikutip biaya.
Petugas BNNK Binjai melakukan test narkoba bagi calon pengantin tanpa
dikutip biaya.
Petugas kesehatan dari Pukesmas melakukan suntik TT (anti tetanus) dan
sekaligus memberikan KIE kesehatan bagi calon pengantin tanpa dipungut
biaya.
. Calon pengantin diberikan kartu kendali yang telah ditanda tangani dan di
stempel oleh Psikolog, petugas BNNK Binjai dan Petugas Kesehatan,
untuk dibawa ke kantor lurah sebagai persyaratan mendapatkan NA bagi
yang beragama Islam atau surat keterangan kawin/belum kawin abgi
beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan.
Lurah mengeluarkan NA bagi calon pengantin beragama Islam atau surat
keterangan kawin/belum kawin bagi yang beragama Kristen, Hindu,
Budha, Kong Hu Chu dan aliran kepercayaan setelah calon melengkapi
persyaratan:
a. Calon pengantin beragama Islam membawa NA dari Lurah dan kartu
kendali asli ke KUA untuk mendapatkan buku nikah dan dicatatkan

perkawinannya di Kemenag.
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b. Calon pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan
aliran kepercayaan membawa surat keterangan kawin/belum kawin
dari lurah dan kartu kendali asli sebagai salah satu persyaratan untuk
dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pasal 8 dijelaskan prosedur pencatatan perkawinan bagi calon pengantin
yang salah satu pasangannya bukan berasal dari Kota Binjai melainkan dari luar
Kota Binjai namun mencatatkan perkawinannya di KUA yang ada di Kota Binjai.
Maka prosedur pencatatan perkawinannya sebagaimana terlampir dalam Peraturan
Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayan Prosedur

Perkawinan.
Pasal 8:

1. Calon pengantin pria penduduk luar Daerah yang akan melangsungkan
perkawinan dan mencatatkan perkawinannya di Daerah dipersyaratkan
mengikuti PPKS

2. Calon pengantin luar Daerah mendaftarkan rencana perkawinannya
dengan membawa syarat-syarat NA dari Lurah dan rekomendasi dari KUA
tempat asal calon pengantin (bagi yang beragama Islam), NA dari Lurah
dan Surat Keterangan belum kawin dari catpil tempat asal calon pengantin
(bagi yang beragama Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu)

3. Calon pengantin luar Daerah mengikuti pelaksanaan PPKS bagi calon
pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi
konseling Pranikah dan test narkoba tanpa dipungut biaya pada waktu dan
tempat yang ditentukan sesuai jadwal bersama pasangan calon
pengantinnya

4. Petugas PPKB Kecamatan memberikan kartu kendali yang telah
ditandangani dan di stempel oleh Psikolog dan petugas BNNK Binjai

kepada calon pengantin pria penduduk luar kota Binjai
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5. KUA mengeluarkan buku nikah bagi pengantin beragama Islam setelah
calon pengantin menyerahkan NA asal calon pengantin dan rekomendasi
dari KUA asal calon pengantin serta Kartu Kendali asli yang telah ditanda
tangani dan di stempel oleh Psikolog dan petugas BNNK Binjai.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta nikah bagi
pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan aliran
kepercayaan setelah calon pengantin menyerahkan Surat Keterangan
belum pernah mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Asal calon pengantin dan kartu kendali asli yang ditanda
tangani dan di stempel oleh psikolog, petugas BNNK Binjai dan Petugas
Kesehatan.

D. Eksistensi Tes Narkoba Pranikah

Dikutip di dalam salah satu artikel Syafaat, S.H, M.H.I. bahwa eksistensi
tes narkoba pranikah merupakan salah satu penerapan tes narkoba bagi calon
mempelai yang dilaksanakan di beberapa daerah, mendapat reaksi beragam dari
elemen masyarakat, kelompok yang menolak tes narkoba tersebut dianggap
pemerintah terlalu jauh masuk kedalam hak privasi publik, mereka beralasan
bahwa menikah dan memperoleh keturunan merupakan hak azasi, karenanya
dengan adanya tes narkoba tersebut dianggap membatasi hak azasi manusia yang

ingin menikah dan mengembangkan keturunan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sabagai perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah
nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana perundang undangan tersebut
memang tidak secara tegas mengatur tentang masalah kesehatan ini salah satunya
tes narkoba pranikah, karenanya beberapa pihak menganggap bahwa tes narkoba
bagi calon mempelai bukanlah merupakan kewajiban, namun dianggap anjuran
saja, terlebih beberapa aturan tentang kesehatan bagi calon mempelai terkait tes
narkoba ini diatur dalam peraturan walikota (perwal), sehingga dianggap tidak

mengikat untuk diikuti. Meski demikian sebenarnya beberapa perundang
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undangan meskipun tidak bersentuhan langsung dengan pencatatan perkawinan,
memungkinkan diterapkannya tes narkoba tersebut, walaupun berbadan sehat

bukan merupakan salah satu persaratan perkawinan.

Pasal 131 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa: Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak
masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18
tahun. Karena mengetahui tentang kesehatan bagi calon orang tua sebuah
keniscayaan, hal ini sebagai salah satu upaya untuk peningkatan mutu sumber
daya manusia dan pencegahan terhadap penyakit menular serta pencegahan dan
rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Begitu juga dengan upaya
pendewasaan usia nikah dengan cara perubahan atas pasal tentang usia minimal
untuk menikah bagi seorang perempuan dimana sebelumnya batas minimal untuk

dapatnya menikah adalah 16 tahun.

Tes narkoba yang dilakukan kepada kedua calon mempelai untuk
mengetahui apakah yang bersangkutan bebas narkoba ataukah tidak. Dalam ajaran
agama Islam, secara tersurat disebutkan sebagaimana dalam Surah An-Nisa’ ayat
9:
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
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(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah

dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. ™

Bahwa manusia hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah. Karenanya
pendewasaan usia perkawinan dan tes narkoba merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kesehatan dan kwalitas dari generasi yang akan lahir dari akibat
perkawinan tersebut, meskipun demikian peraturan perundang undangan yang
berlaku tidak melarang jika dalam tes narkoba tersebut calon mempelai
dinyatakan kurang atau tidak sehat, bahkan jika dalam pemeriksaan yang
bersangkutan positive terkena HIV/AIDS maupun terkena narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin tinggi, karenanya
pencegahan dan rehabilitasi terhadap pengguna penyalahgunaan narkoba perlu
dilakukan, hal ini mengingat dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut yang
sangat merusak. Meskipun hasil tes narkoba ini tidak menjadi penghalang
dilangsungkannya perkawinan jika hasil dari tes tersebut positif, setidaknya tes
narkoba tersebut sebagai salah satu bentuk keterbukaan bagi kedua mempelai
untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sabagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan
adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir maupun batin, karenanya tes
narkoba merupakan salah satu upaya agar kedua calon mempelai mengetahui
kesehatan masing masing pasangannya, sehingga mereka akan lebih memahami

tentang konsekwensi dari perkawinan yang akan dilakukannya.

Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak sosial dari tes narkoba yang
diberlakukan bagi calon mempelai ini, dimana ada kemungkinan pasangan yang
akan melaksanakan perkawinan mengurungkan niatnya setelah mengetahui
kesehatan dan kondisi pasangannya, namun pihak lainnya mendukung tes narkoba

ini dengan tujuan bahwa dilangsungkannya perkawinan untuk tujuan selamanya,

4 Departemen Agama RI, lbid., h. 78.
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karenanya mengetahui kondisi kesehatan pasangan merupakan keniscayaan.
Disamping hal tersebut, pencegahan terhadap penyakit menular dapat dilakukan

dengan lebih baik jika masing-masing pihak mengetahui kesehatan pasangannya.

Pasal 47 UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyetakan
bahwa rekam medis harus dijaga kerahasiaannya, karenanya tes narkoba yang
dilakukan terhadap calon mempelai ini harus dilakukan dengan komitmen
bersama dari para pihak yang berkepentingan, termasuk pegawai yang berkaitan
dengan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, sehingga dengan adanya tes
narkoba ini tidak menyebabkan dijauhinya seseorang dari pergaulan masyarakat
karena penyakit yang dideritanya, atau dibukanya aib dari calon mempelai

tersebut.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan secara
terpadu dari berbagai elemen masyarakat, meskipun bebas dari narkoba bukan
salah satu persaratan pencatatan perkawinan, namun tes narkoba untuk
mengetahui seseorang terkena narkoba atau tidak, merupakan salah satu upaya
pencegahan terhadap meluasnya pemakaian narkoba ini, setidaknya ada upaya
untuk rehabilitasi bagi yang positive narkoba dimana upaya ini didukung oleh

pasangan dan keluarganya.™

> Tes Narkoba, https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/urgensi-tes-urine-bagi-calon-
mempelai, diakses pada 30-03-2020 pukul 07.30 WIB
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BAB I
Tinjauan Umum Tentang Magqdasid Asy-Syari’ah

A. Pengertian Magqasid Asy-Syari’ah
1. Pengertian Magasid

Magqasid asy-syari’ah terdiri dari dua kata; magasid dan Syari’ah. Secara
etimologis, magasid adalah jama’ dari magsad yaitu sesuatu yang dituju, baik
berupa tempat atau lainnya’. Dalam memberikan definisi maqasid asy-syari’ah
para ahli seringkali menggunakan istilah-istilah lain yang dianggap semakna
dengan magasid , yaitu antara lain; al-hadfu atau al-gayah, al-hikmah, al-ma’ani,
al-asrar, al- ‘illat, dan al-sabab.

Dalam hal ini dipilih makna yang sesuai dengan pembahasan. Misalnya,
al-hadfu sinonim dari kata al-gardu yang berarti tujuan’’. Al-gayah berarti rarfu
kulli syaiin yang berarti ujung dari segala sesuatu’® yang juga berarti tujuan.
Ma’ani jamak dari kata ma’na adalah sinonim dari kata magasid yang berarti
maksud’®. Asrar jamak dari kata Sirrun yang berarti tersembunyi®® atau rahasia.
‘Illat adalah sinonim dari kata Sabab yang berarti sebab. Sementara sabab berarti

segala hal yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain8!

Maka dari beberapa definisi secara etimologis di atas terlihat bahwa
Magasid tidak hanya berarti tujuan syari’at atau tujuan Allah menurunkan syari’at,
melainkan juga dapat diartikan maksud-maksud yang terkandung dari ajaran-Nya
yang perlu dipahami. Magasid juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-
rahasia di balik setiap perintah (al-Amru) dan larangan-Nya (al-Nahyu), atau

penyebab dan alasan Allah menurunkan syari’at-Nya.

78 1bn Manzur. Lisan al-Arabi, (Qahirah: Dar al-Ma’arif, 1119 H), h. 3642. Lihat juga Syatibi.
Muawafaqat , h. 7.

" Manzur. Ibid., jilid V1, h. 4634.

8 Ibid. jilid V, h. 3080.

9 Ibid., jilid 1V, h. 3147.

8 Ibid., jilid 111, h. 1989.

8 Ibid., jilid 111, h. 1910.
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2. Pengertian Asy-Syari’ah

Secara etimologi, asy-Syari’ah adalah kata sifat yang berarti “jalan ke
sumber (mata) air” ®2. Abd al-Karim Zaidan menambahkan pengertian syari’ah
secara bahasa, yaitu menjelaskan cara dan mentradisikan®. Menurut Hasbi as-
Siddieqiy, kata syari’ah berarti “jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air
terjun”®*. Pengertian lain adalah “jalan yang lurus”. Pengertian ini yang

dimaksudkan oleh firman Allah pada surah al-Jatsiyah ayat 18:
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“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”®

Dihubungkan dengan terminologi Islam, Syari’ah secara harfiah berarti
“jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim”’® . 1bn Manzur dalam Lisan al-
‘Arab mengartikan syari’ah sebagai “sesuatu yang diatur oleh Allah berupa
agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, salat, haji, zakat dan seluruh
amal yang baik®’. Menurut Muhammad Husaini seperti dikutip oleh Nasr Farid

Muhammad Wasil mengemukan bahwa syari’ah islamiyah adalah himpunan

82 Nasr Farid Muhammad Wasil. Al-Madkhal al-Wasi¢ i Dirdasat Syari’at al-Islamiyat wa
Figh wa al-Tasyri’, (Mesir: al-Maktabah al-Taufigiyah, 1996), h. 15.

8 Abd al-Karim Zaidan. Al-Madkhal /i Dirasat al-Syari’at al-Islamiyat, (Iskandaria; Dar
Umar bin Khaththab, 2001), h. 38-39.

8 Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiegiy. Pengantar llmu Figh, (Semarang, Indonesia:
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 5.

8 Departemen Agama R, Ibid h. 500.

8 Muhammad Daud Ali. Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), Cet. Ke-2 h. 235

87 Manzur. Ibid., h. 2238.
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hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk manusia secara keseluruhan melalui

ungkapan Rasul-Nya Muhammad Saw dalam Alquran dan Alhadis®®.

Syart’ah islamiyah meliputi bidang aqidah, akhlaq dan mu’amalah. Al-
Yubi dengan mengutip berbagai pendapat menjelaskan bahwa secara etimologi
Syari’ah berarti “din, millah, minhaj, tharigah dan sunnah’®® . Artinya syari’ah
adalah agama itu sendiri yang berisikan ajaran-ajaran berupa akidah, ibadah,
akhlak dan amal kebaikan lainnya. Akar kata syari’ah dan turunannya dalam
pengertian yang umum digunakan hanya dalam lima ayat Alquran.

1. Didalam surah al-Maidah ayat 48:
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88 Nasr Farid Muhammad Wasil. Loc. Cit, h. 29
8 Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud Al-Yubi. Magasid Asy-Syari’ah al-Islamiyah wa
‘Alaqatuha fi al-Adillah Asy-Syari’ah, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), h. 30
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“ Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu

perselisihkan itu.

2. Didalam Surah al-A’raf ayat 163:
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% Departemen Agama R, Ibid., h. 116.
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“ Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut
ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka
ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan
di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.

Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik. %!

3. Didalam Surah Asy-Syitira ayat 31:

aR atelm AN Fo 4800
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“ Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan

kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain
Allah. "%

4. Didalam Surah al-Jatsiyah ayat 18:
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“ Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

5. Didalam Surah Asy-Syiira ayat 13:

%1 Departemen Agama RI, lbid., h. 171.
92 Departemen Agama RI, lbid., h. 486.
9 Departemen Agama RI, lbid., h. 500
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* Dia telah mensyari‘atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan
apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu:
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat
bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah
menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk

kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). "

Secara istilah, Ibn Taimiyah seperti dikutip oleh Al-Yubi mendefinisikan
Syari’ah adalah “semua yang disyari’atkan Allah yang tersusun berupa akidah
dan amal”®®. Menurut Fazlur Rahman, syari’ah adalah “jalan kehidupan yang
baik”, yakni nilai-nilai keagamaan yang diungkapkan secara fungsional dan
dalam makna kongkret dalam kehidupan manusia.’® Oleh karena itu, sumber

syari’ah adalah Alquran, Alhadis, Ilmu Fikih, Kalam dan berbagai Ijtihad

% Departemen Agama RI, lbid., h. 484
9 Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud Al-Yubi, h. 30
% Fazlur Rahman. Islam, terj. Senoaji Saleh, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 157
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manusia. Syari’ah menurut Mahmud Syaltat ialah peraturan-peraturan yang
digariskan Allah atau pokok-pokoknya digariskan Allah agar manusia berpegang
kepadanya, di dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan
saudaranya sesama muslim, dengan alam dan di dalam hubungannya dengan

kehidupan®’.

Pengertian di atas merupakan pengertian syari’ah yang sangat luas dan
komprehensif, meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah
maupun yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain Ssyari’ah
meliputi Iman, Islam, dan lhsan.®® Menurut Rifyal Ka’bah, syari’at Islam

mempunyai dua pengertian:

Pertama adalah syari’at sebagai keseluruhan teks Alquran dan Alhadis sebagai

jalan hidup manusia menuju keselamatan.

Kedua adalah syari’at sebagai pemahaman (fikih) para fugaha' (ahli hukum
Islam) terhadap teks-teks agama yang menyangkut af“al al-mukallafin
(perbuatan orang yang sudah dibebani tanggungjawab hukum). Paling tidak
pada waktu ini dunia Islam Sunni mempunyai empat pemahaman (Hanafi,
Maliki, Syafi‘i dan Hanbali). Sebagian pemahaman tersebut menyangkut
hukum yang bersifat keagamaan (diyani) dan sebagian lagi bersifat hukum
positif (qadi 1)%.

Pergeseran makna syari’ah di atas dijelaskan oleh Alaidin Koto sebagai
berikut;

Semula syari’ah diartikan sebagai hukum-hukum atau segala aturan yang
ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan dengan
hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan mereka dengan antar

sesama mereka sendiri. Dengan pengertian semacam ini, Syari’ah

9 Mahmud Syalttt, Al-Islam Agidah wa Syari’ah, Cet ke III, (Dar Kalam, 1996), h. 12

% A. Djazuli. llmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta
:Kencana, 2010), h. 2

9 Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 60-65.
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diartikan “agama” sebagaimana disinggung dalam Surah Al-Syiira ayat
13:
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* Dia telah mensyari‘atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan
apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu:
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat
bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah
menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk

kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). 1%

Namun kemudian, penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum
amaliyah. Pengkhususan ini dilakukan karena agama samawi pada prinsipnya
adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran agidahnya pun tidak berbeda dari
rasul yang satu dengan yang lainnya, yaitu tauhid, sedangkan syari’ah hanya

berlaku untuk masing-masing umat sebelumnya. Dengan demikian, Syari’ah lebih

100 Departemen Agama RI, lbid., h. 484
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khusus dari pengertian agama. la adalah hukum amaliyah yang menurut
perbedaan yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan
atau menasakhkan yang datang lebih dahulu®®®,

Syari’ah sebagai produk pemahaman manusia terhadap sumber-sumber
ajaran Islam dalam konteks sejarah yang terus berkembang. Dalam hal ini,
pemahaman syari’ah tidak bersifat absolut. Syari’ah senantiasa diformulasikan
dan direformasi dengan tujuan agar Islam sesuai dengan perkembangan waktu dan
ruang . Maka perlu dibedakan antara syari’ah pada level normatif dan syari’ah
yang bersifat historis. Syari’ah normatif adalah aturan keagamaan yang sudah
baku, seperti salat, zakat, puasa, percaya kepada hari akhir, dan iman kepada
Allah dan Nabi. Bila yang pertama merupakan ketentuan baku, maka yang kedua
membutuhkan ijtihad dengan mendayagunakan kreativitas akal, perkembangan

ilmu pengetahuan, dan situasi zaman.

Sedangkan syari’ah sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Syari’ah dalam pengertian ini menyangkut penegakan
hukum dan keadilan dalam suatu negara. Syari’at Islam dalam konteks hukum
modern adalah menurut pengertian yang terakhir ini. la menyangkut konstitusi,
undang-undang, kompilasi, hukum pidana, perdata, acara dan lain-lain yang

menjamin Ketertiban dalam masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa syari’ah

memiliki tiga makna:

pertama, bermakna seluruh ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah,

akhlak dan lainnya.

Kedua, bermakna hukum Islam, dalam konteks ini semakna dengan kata

fikih. Kedua makna ini digunakan dalam pembahasan magqasid asy-syari’ah.

Ketiga, bermakna hukum Islam yang diformalkan dalam undang-undang,

konstitusi, hukum dan sebagainya.

101 Alaidin Koto. llmu Figh dan Usul Figh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 37
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3. Pengertian Magasid Asy-Syari’ah

Magasid asy-syari’ah berarti “tujuan-tujuan syari’at’*%?. Dalam konteks
ini magasid yang dimaksudkan ialah magasid atau tujuan yang ditetapkan oleh
syara' dalam mensyari’atkan hukum. Di antara istilah populer yang digunakan
ialah magasid asy-syari’ah, magasid al-Syari' (Allah) dan magasid syara' atau di
dalam Bahasa Arabnya magasid asy-syari’ah, dan magasid al-Syari'.Secara

terminologi, pengertian magasid asy-syari’ah, di antaranya sebagai berikut;

a. Menurut Ahmad al-Haji al-Kurdy, magasid asy-syari’ah adalah makna-
makna yang karenanya hukum-hukum disyari’atkan, atau hukum
disyari’atkan menurut makna tersebut*,

b. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, magasid asy-syari’ah berarti nilai-nilai dan
tujuan-tujuan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian besar dari
hukum-hukum-Nya, atau tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang
ditetapkan oleh Syari’ dalam setiap hukum-Nya!®

c. Menurut Yusuf al-Qaradawi magasid asy-Syari’ah adalah tujuan yang
menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan
dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah.
Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.%

d. Al-Qahtani telah mengutip pendapat para ahli mengemukakan beberapa
definisi. Di antaranya llal al-Fasiy mendefinisikan magasid asy-syari’ah
sebagai “tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ pada
setiap hukum-Nya” 1%

e. Yusuf Hamid mendefinisikan, magasid asy-syari’ah adalah “tujuan yang

dikehendaki dalam penetapan hukum (tasyri’) dan rahasia-rahasia yang

192 Abdul Azis Dahlan (et. al). Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996),h. 1108.

103 Ahmad al-Haji al-Kurdy. Al-Madkhal al-Figh al-Qawa 'id al-Kulliyah, (Damaskus: Dar al-
Ma’arif, 1980), h. 183.

104 Wahbah al-Zuhailiy, Usul Figh Islamy, juz 2 (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h. 225

105 Yusuf al-Qaradawi, Figih Magqasid Asy-Syari’ah, terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2006), h.17

196 Musfir bin Ali bin Muhammad al-Qahthani , Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-
Fighiah al-Mu’ashirah, Dirasah Ta’shiliah Tathbigiah, (Mekkah: Dar al-Andalus al-
Hadhara’, 2003), h. 522

54



ditetapkan Syari’ yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum-Nya”'%’. Lalu
al-Qahtani memberikan definisinya sendiri, bahwa magasid asy-syari’ah
adalah Nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh Syari’ baik
secara umum maupun khusus untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-
hamba (Nya) di dunia dan di akhirat®

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan Syari’ dalam pembuatan hukumnya
ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan
primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap
mereka.%®

Menurut Ahmad al-Haji al-Kurdy, magasid asy-syari’ah adalah makna-
makna yang karenanya hukum-hukum disyari’atkan, atau hukum
disyari’atkan menurut makna tersebut.*°

Abdul Aziz Dahlan menjelaskan bahwa para ulama usul fikih
mendefinisikan magasid asy-syari’ah dengan Makna dan tujuan yang
dikehendaki syarak dalam mensyari’atkan suatu hukum bagi kemaslahatan
umat manusia*!

Ibn Asyar mendefinisikan magasid asy-Syari’ah Sebagai "segala
pengertian dan hikmah dari Syari’ yang tersirat di dalam setiap atau
sebagian besar keadaan penetapan syari’at "*? . Ini berarti magasid
bukanlah pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum tertentu secara
khusus. Contohnya melahirkan kebaikan, menolak kejahatan dan konsep
kesetaraan antar manusia yang ada pada setiap pensyari’atan hukum-
hukum syara'.

Manna’ al-Qattan. menjelaskan bahwa tujuan umum diturunkannya
syari’at Islam oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi

manusia dalam kehidupan ini (di dunia) dengan mencari manfaat dan

197 1bid.
108 |hid., h. 523.
109 Abdul Wahab Khallaf. llmu Usil Figh, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah

Perss, 1997), h. 354-355.

110 Ahmad al-Haji al-Kurdy. Al-Madkhal al-Figh al-Qawa 'id al-Kulliyah, h. 183
111 Abdul Aziz Dahlan (Ed). Loc. Cit
112 al-Qahthani. Op. Cit, h.521.
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menolak kemudaratan. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga hal-hal
yang daririyat dan menyempornakan hal yang bersifat hajiyyar dan
taksiniyyat. Ini ditunjukan oleh hukum-hukum syar’i secara istigra’i, serta
‘illat dan hikmah hukum yang menjadi sebab diturunkan sebagian besar
hukum syar’i oleh Syari’ (Allah)**3

Menurut Satria Efendi, magasid asy-Syari’ah berarti “tujuan Allah dan
Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam’’*4

Menurut Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahap, tujuan hukum
Islam (magasid asy-Syari’ah) adalah “untuk kemaslahatan dan
kepentingan serta kebagiaan manusia (sebagai individu dan sebagai
masyarakat) seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia ini, maupun
kebahagiaan di akhirat kelak” 5

. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman menjelaskan “Syari’ dalam
menciptakan syari’at (undang-undang) bukanlah serampangan, tanpa
arah, melainkan bertujuan untuk merealisir kemaslahatan umum,
memberikan kemamfaatan dan menghindarkan kemafsadan bagi umat

manusia’t
Menarik untuk disimak penjelasan Hasbi as-Siddieqiy berikut ini:

“Syara 'tidak menciptakan hukum-hukumnya secara kebetulan saja. Syara’
bermaksud dengan hukum-hukum itu untuk mewujudkan maksud-maksud
umum. Sebenarnya tidak dapat kita memahami nas-nas secara hakikatnya
terkecuali jika kita mengetahui apa yang dimaksud oleh syara’ dari
menciptakan nas-nas itu. Haruslah diingat bahwa petunjuk-petunjuk lafad

dan ibarat-ibaratnya kepada makna yang terkadang-kadang menerima

113 Manna’ al-Qattan. Muawwiqat Tarbiq al-Syari’at al-Islamiyah, (Qahirah: Maktabah

Wahbah, 1991), h. 81-82.

114 gatria Effendi. usul Figh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233
I5Apdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. Hukum Islam, Dinamika dan

Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 31.

118 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. Dasar-dasar Pembinaan Figh Islam, (Bandung: Al

Ma’arif, 1986), h. 333.
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lebih dari satu makna. Yang mentarjih salah satu makna itu, ialah dengan

mengetahui maksud syara”.

Kerapkali juga nas-nas itu sama lain bertentangan. Tak ada yang
menghilangkan pertentangan itu dan yang dapat mengkompromikan antar
keduanya selain dari mengetahui apa yang dimaksud oleh syara’ dari nas-nas itu.

Karena itu, wajiblah atas tiap-tiap pembahas hukum-hukum Islam
mengetahui  lebih dahulu maksud-maksud syara’ menetapkan hukum,
sebagaimana dia harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang menyebabkan
diturunkan nas-nas Alquran atau dasar Nabi mengeluarkan sabdanya, untuk

membantu dalam memahami nash”*’

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, antara lain;

a. Magasid dapat diartikan tujuan, hikmah, nilai-nilai, atau rahasia-
rahasia dari hukum baik secara umum atau khusus, tersurat atau
tersirat, diketahui atau tidak diketahui oleh manusia (mukallaf) atau
para mujtahid.

b. Magasid dari suatu hukum ditetapkan oleh Syari’, bahkan sebagiannya
hanya diketahui oleh-Nya dan tetap menjadi rahasia-Nya.

C. Magasid asy-syari’ah Berisikan berupa perintah, larangan, dan mubah.
Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.

d. Magasid juga dapat diartikan bahwa tujuan Syari’ dalam pembuatan
hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin
kebutuhan primer (daririyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan
kebutuhan tersier (taksiniyyat).

e. Syari’at dalam konteks ini telah berubah dari pengertiannya yang

umum Kkepada pengertian khusus, berupa hukum-hukum yang

117 Siddiegiy, Pengantar Iimu Fighh, h. 342
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disyari’atkan Allah bagi manusia®®, seperti hukum-hukum dalam
ibadah dan mu’amalah.

f. Magqasid asy-syari’ah seluruhnya ditujukan untuk kemaslahatan umat
manusia, baik secara individual maupun kolektif, atau kemaslahataan
hamba Allah lainnya.

g. Kemaslahatan tersebut dapat berupa kemaslahatan duniawi atau

ukhrawi.tt®

B. Biografi Imam Syatibi

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad
Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishag.!*® Tulisan-tulisan yang menjelaskan
biografi beliau tidak lah banyak. Orang pertama yang menulis biografi beliau
adalah Ahmad Baba yang hidup 200 tahun setelah Syatibi.*?* Syatibi merupakan
seorang Hafiz Alquran, Mujtahid, Ahli Usaliyah, Tafsir, Fikih, Hadis, dan
Bahasa.'?? Dinisbahkan dari jukukannya, Imam Syatibi lahir di Syatiba, dan
kemudian tumbuh besar di Gharnathah atau Granada.'?® Granada pada saat itu
menjadi pusat keilmuan. Orang-orang Afrika Utara berbondong-bondong pergi ke
sana untuk menuntut ilmu. Granada menjadi ibu kota kerajaan Nasri yang
dipimpin oleh Sultan Muhammad V al-Gani Bilah, pemimpin masa kejayaan
Granada. Salah satu ulama yang belajar di Granada adalah Ibn Khaldun dan Ibn
Khatib.*?*

Adapun pendidikan pertama yang dilaksnakan oleh Syatibi adalah

pelajaran Bahasa Arab. Guru pertamanya dalam pelajaran Bahasa Arab dan

118 Imam al-Ghazali. Al-Mustashfa min Ushul al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid II, h.
60

119 al-Qahthani. Op. Cit, h. 521-523.

120Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, (Tripoli: Dar al-Katib,
2000), h. 48

121 M. Khalid Mas’ud, Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works, Islamic Studies Vol. 14, No. 2
(Summer 1975), h. 145-161

122 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, h. 48

123 Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syaribi Tentang Maslahah Mursalah, Profetika, Jurnal
Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: h. 79-89.

124 M. Khalid Mas’ud, Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works, h. 147
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Nahwu adalah Abu Abdullah Muhammad al-Biri yang terkenal sebagai master
Nahwu (Syaikh al-Nuhat) di Andalus hingga ia meninggal pada tahun 754 H/1353
M. Kemudian Syatibi melanjutkan belajar Bahasa Arab dan Nahwu kepada Abu
al-Qasim al-Syarif al-Sibti yang memiliki julukan ‘Pemegang Standar Retorika’
dalam Bahasa Arab, selain itu al-Sibti diberi julukuan sebagai ‘Rais al- ‘Ulim al-
Lisaniyah’ atau Raja linguistik. Syatibi belajar kepadanya hingga al-Sibti
meninggal pada tahun 760 H/1358 M.12 Setelah mengenyam pendidikan
mengenai Bahasa Arab, Syatibi melanjutkan studinya mempelajari fikih. la
mempelajari fikih di Granada dari seorang mufti dan khatib yaitu Abu Sa’id bin
Lubb. Syatibi menguasai fikih berkat ajaran Lubb, meskipun mereka memiliki ide
yang bertentangan mengenai beberapa masalah fikih. Tidak hanya kepada tiga
guru tersebut, Syatibi belajar ke guru-guru lain di Granada. Seperti, Abu Abdullah
al-Magqarri, Abu Ja’far al-Syaqwari, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-
Hufaz, dan lain-lain.*?s Dari segenap guru Syatibi, yang memiliki pengaruh besar

terhadap keilmuan Syatibi adalah Abu Abdullah al-Magarri.

Abu Abdullah al-Magarri merupakan seorang gadi atau hakim ternama di
Fez. Kemudian Magqarri diutus menjadi diplomat oleh Sultan Abu Inan dan
dikirim ke Granada. Saat di Granada ia ditangkap dan dipulangkan ke Fez.
Kepulangannya diantar oleh Abu al-Qasim al-Sabti dan Abu al-Barakat bin al-
Hajj al-Balfigi gadi di Granada. Mereka mengantar Magarri sampai ke Fez guna
memastikan keselamatannya. Magarri adalah penulis buku Nahwu dan ia
mendapat derajat muhaqgqig atau seseorang yang sangat ahli dalam madzhab
Maliki di bidang fikih. Selain itu, Magarri menulis buku tasawwuf, dan Usal fikih.
Magarri adalah ulama yang membawa Syatibi ke dalam dunia sufi.*?® Syatibi juga
mempelajari ilmu rasional atau ulum al-agliyyah. la mempelajarinya dari dua
ilmuwan besar Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdulllah al-Sarif al-
Tilmisani.'?” Zawawi tinggal di Granada pada tahun 753 H765 H, ia merupakan

ulama yang amat berpengaruh dalam bidang filosofi dan teologi. Sedangkan

125 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, h. 49

126\, Khalid Mas’ud, Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works, h. 148

12/Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Syatibi dalam Kitab Al-
Muawafagat, Al Daulah Vol. 4 / No. 2 / Desember 2015, h. 289.

59



Tilmisani terkenal sebagai ‘al-lmam al-Muhaqqiq A’lamu Ahli Wagtihi’ atau
orang yang paling berilmu pada masanya. la penulis buku Miftah al-Usa! ila Bina
al-Furii’ ‘ala al-Usal, sebuah maha karya dalam ilmu Usil Fikih.*2

Adapun murid yang belajar dari Syatibi hanya diketahui tiga orang dari
keseluruhan. Dua bersaudara Imam ternama yaitu Abu Yahya bin ‘Asim dan Abu
Bakar bin ‘Asim. Abu Bakar adalah ketua gadi atau hakim di Granada dan
terkenal dengan karyanya Tuhfat al-Hukkam, kumpulan undang-undang yang
digunakan oleh hakim di Granada. Muridnya yang ketiga adalah Abu Abdullah al-
Bayani.*?® Selama hidupnya Syatibi menghasilkan beberapa karya tulis. Pertama,
al-Khulashah fi al-Nahwi fi Asfari Arba’ati Kibar yaitu buku yang menjelaskan
komentar-komentar Syatibi mengenai buku al-Khulasa al-Alfiyyah karangan 1bn
Malik. Kedua, al-Muwafaqgat, maha karya Syatibi yang paling utama. Buku yang
menjelaskan mengenai llmu Usal Fikih dan pengenalan terhadap konsep
maslahah dan Magasid menurut Syatibi. Ketiga, Kitab al-Majalis, buku yang
menjelaskan bab jual beli dalam kitab Sahih Bukhari. Keempat, Kitab al-Ifadat
wa al-Insyadat, menjelaskan sastra dan seni mengarang dalam Bahasa Arab.
Kelima, Kitab Unwan al-Ittifag fi ‘Ilmi al-lsytiqaq. Keenam, Kitab Usa/ al-

Nahwi. Selain itu Syatibi menciptakan berbagai fatwa dan juga syair-syair Arab.*
C. Magqasid Asy-Syari’ah Menurut Syatibi

Sebelum memahami magasid asy-syari’ah, akan dijelaskan terlebih dahulu
pengertian magasid asy-Syari’ah. Magasid asy-Syari’ah secara harfiah yang
artinya adalah tujuan hukum. Magasid berasal dari kata gqasada artinya tujuan.
Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan/undang-
undang.** Magqasid asy-Syari’ah secara langsung disebutkan dalam Alquran dan

Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini

mengatakan urgensi pemenuhan maslahah (CJL&AM ‘—‘h) dari semua manusia

128Imam Syatibi: The Master Architect of Magasid, http : // www. iais. org. my/ e/ attach/
Imam Syatibi. pdf, diakses pada tanggal 12 Januari 2020, 08.25 WIB

129 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, h. 50

130 Imam Syatibi: The Master Architect of Magasid, h. 3-4

131 Kamil Iskandar, Al-Munjid Al Wasit, (Beirut:Dar al-Masyrig), h. 855
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dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (J-wu—d‘ &/ 2uldall ¢ ) ).

Secara terminologi magasid yang artinya makna-makna dan hikmah-hikmah dan
sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syari’at baik umum maupun
Khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari ‘Makna’ di sini
adalah sebab, maksud dan sifat. ‘Hikmah’ berarti sifat, sifat syari’at Islam yaitu
mendapatkan maslahah. ‘Dikehendaki Tuhan dalam tiap syari’at’ dimaksudkan
bahwa tuhan menginginkan dalam syari’at-Nya. Arti dari ‘baik umum dan khusus’
adalah mencakup syari’at umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus
berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari guna memastikan maslahat hamba-
Nya adalah bahwa apa yang yang disyari’atkan Tuhan tidak lain untuk maslahat
hamba-Nya di dunia dan akhirat.*®> Syatibi tidak menjelaskan definisi magasid
asy-syari’ah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi magasid asy-

syari’ah dari pembagiannnya. Syatibi membagi magasid menjadi dua,

Pertama,
“tujuan Tuhan “
Kedua,
135 Calall aad

“ tujuan mukallaf
Kemudian ia membagi &Jm\ Lad menjadi empat macam :

Pertama ,

132 Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Magasidu al-Syari’ah al-Islamiyah wa
‘Alagatuha bi al-Adillati al-Syariyyah, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), h. 37-38

133 Mukallaf berarti dibebani. Maksud dibebani di sini adalah bahwa tiap orang memegang
kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya
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“ tujuan Tuhan meletakkan syariah .

Maksud Allah menetapkan syari’at tidak lain guna kepentingan maslahah
hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga tinkatan yang
berurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: darariyat, hajiyyat dan
tahsiniyyat. dariiriyat memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak
dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi maslahah dariariyat-nya,
maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan
maslahah darariyar yang hilang.*** Maslahah darariyat dilakukan dengan
menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah
mendirikan rukun iman dan Islam.**® Maslahah setelah daririyat adalah maslahah
hajiyyat. Maslahah hajiyyat merupakan maslahah yang bersifat memudahkan,
menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, Kketiadaan
maslahah hajiyyar tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.3
Contoh dari maslahah hajiyyatr adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam
dalam muamalat.®*” Terakhir adalah maslahah taksiniyyat. Maslahah tahsiniyyat
ialah pelengkap atau penyempurna dari dua magasid sebelumnya, meliputi adat
kebiasaan dan akhlak mulia.**® Salah satu dari maslahah tahsiniyyar adalah

larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

Kedua ,

Aleddl dny LAl pia 5 (8 ¢ JLA) aad

3 2

“maksud Tuhan meletakkan syari’at agar dipahami

134 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Syatibi cet. 3. (Virginia: Maktabah
al-Hidayah, 1995), h. 145-146

135 Syatibi, al-Muwafagat, h. 221

136 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magdsid ‘Inda al-Imam Syatibi, h. 146

137 Syatibi, al-Muwafagat, h. 222-223

138 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magdsid ‘Inda al-Imam Syatibi, h. 149
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Maksud dari jenis magasid ini adalah bahwa Allah menurunkan syari’at
agar dipahami hamba-Nya. Allah menurukan Alguran dengan Bahasa Arab, maka
yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab.
Dalam buku Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Syatibi, Raystniy meringkas
lima pokok masalah dalam qasdu al-Syari’ fi wadh’i asy-Syari’ah li al-ifham
menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syari’at ditetapkan dengan Bahasa Arab dan
syari’at ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa
syari’at diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus
memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syari’at memahami kondisi

umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut. %
Ketiga ,

Lpoaitay CailSll day i) puia g A & LAl 2ad
“ Maksud Tuhan meletakkan syari’at untuk memberi beban / tanggungjawab
pada hamba-Nya.”

Di dalamnya, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah

tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah.4°

Pertama,
G Uay Y L sl

”pembebanan diluar kemampuan hamba ”

Dalam masalah pertama,*! Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan
syari’at pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu

menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syari’at terhadap hamba-Nya.'42

Kedua,

139 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ‘Inda..., h. 147

140 Moh. Toriquddin, Teori Magdshid Syari’ah Perspektif Syatibi, h.36
141 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Syatibi, h.150
142 Syatibi, al-Muwafagat, h.281
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'pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. ”

Dalam masalah kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika
dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah salat jama’ bagi

musafir.143

Keempat,
Ary i) alSa can CalSall J i o g Ll aad
“ Maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari’at .

Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah.** Menurut
Raystiniy, pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas.
Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak memberlakukan pengeculian bagi hamba-
Nya dalam masalah taklif. Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk

melaksanakan syari’at Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang

berbeda. 5 Setelah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan &Jm‘ 3-*43,
bagian ini akan menjelaskan mengenai CalSall aad gy tujuan mukallaf.

Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam Al aad

.Dalam bagian ini akan dijelaskan tiga dari pada keseluruhan.

Masalah pertama,

Al Jlae Y1 W |

1431pid., h.288
144 Moh. Toriquddin, Teori Magdshid Syari’ah Perspektif Syatibi, h.37
145 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Syatibi, h.155
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'sesungguhnya amal bergantung pada niat. ”

Segala gasdu atau maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika
niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal
tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya-nya seseorang dalam beramal
dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri
tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.4®

Masalah kedua,
aosl e U il ) e Jlae W) 3 o) auad

'maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. ”

Jika Allah menghendaki tujuan suatu syari’at adalah maslahat hamba-Nya
secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam
penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga maslahah dirinya sendiri yang
termasuk dalam maslahah darariyat. Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak
rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas

dirinya.**” Masalah ketiga,
Jlaly alend 4l g 550 ol Lo CallSal) 3 &l (g

“pbarang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari’atkan maka itu

termasuk batil. ”

Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari’atkan Allah ia akan
berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan gasdu Allah maka hukumnya
boleh. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui gasdu Allah dapat dilihat dalam
masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak
disyari’atkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu

sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada

146 Syatibi, al-Muwafagat , h.413
147 1bid., h.417-418
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Allah semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan gasdu
Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan
perintah Allah.

D. Metode Penentuan Magdasid Menurut Syatibi

Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dalam penentuan magasid
asy-syari’ah dari suatu hal. Syatibi memiliki empat metode untuk menentukan
Mmagasid asy-syari’ah. Metode tersebut adalah menganalisa lafadz perintah atau
(al-amru) dan lafadz larangan atau (al-nahyu), memperhatikan magdasid turunan

(at tabi’ah), menganalisa sukut al-Syari’ dan istigra .
1. Analisa Lafadz al-Amru dan al-Nahyu

Lafadz al-amru dan al-nahyu menjadi salah satu metode penentuan
magasid karenanya memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab. Al-amru dan
al-nahyu merupakan dua pembahasan dalam Usal lughawi dalam hal permintaan.
Al-amru adalah permintaan atas suatu perbuatan dan al-nahyu adalah permintaan
untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafadz al-amru dan al-nahyu dilihat
dari dua hal yaitu: Mujarrad al-amri wa al-nahyu al-ibtida’i at-tasrihi dan
memperhatikan konteks ‘i/lah dari setiap perintah dan larangan.'** Mujarrad al-
amri wa al-nahyu al-ibtida’i at-tasrihi berarti melihat suatu perintah dan larangan
dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya ada secara mandiri

(ibtidai’i). Contohnya Surah al-Jumu’ah ayat 9:

JOREIRY B 3 AARD SR a0,
B-OVB0®0 * o3 HONNO0
H A0 ¢E @0 S

148 Ahmad Raystiniy, Nazariyah al-Magqasid ‘Inda al-Imam Syatibi, h.164-165
1499 Ahmad Raystiniy, Nazariyah al-Magqasid ‘Inda..., h.296
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“...maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli” *>°

Dalam ayat tersebut terlinat jelas terdapat perintah dan larangan di
dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan
yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat Allah (salat jum’at) dan
larang berjualan (saat salat jum’at).'s! Sedangkan memperhatikan konteks ‘illah
dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam
dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam terlebih
dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai perintah salat, dalam Surah Al-
Bagarah ayat 43:

B-A<CO0AOST
BXUd=X0760 mOF0O0mHOC wWa I
050X OO we 3

RAeL B-URDPX@IQ o @0
NLDCERE 23R NE 2N AL > RICPARAR

“ Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang
rukuk . 1%

Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah perintah
salat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yaitu perintah
bersuci. Bersuci merupakan ‘llah dari salat, jika salat diperintahkan maka bersuci

juga diperintahkan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil. %
2. Memperhatikan Magasid Turunan (at-7Tabi’ah)

Maksud dari magasid turunan atau at-fabi’ah adalah magasid yang
muncul turunan dari magasid awalnya. Contohnya nikah dengan magasid awalnya
menyambung keturunan, sedangkan magasid turunan dari nikah adalah berbagi
tempat tinggal, saling membantu dalam maslahah dunia dan akhirat, menjaga

syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah magasid nikah yang disyari’atkan

150 Departemen Agama RI, lbid., h. 554

151 Ahmad Raystiniy, Nazariyah al-Magqasid ‘Inda al-Imam Syatibi, h.298
152 Departemen Agama RI, Ibid., h. 7

153 Syatibi, al-Muwafagat , h.393
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Allah. Sebagian magasid termaktub dalam nas dan sebagian lainnya diambil dari

dalil lainnya.*>
3. Menganalisa Sukut al-Syari’

Maksud dari menganalisa sukut al-Syari” adalah menganalisa hal-hal yang
tidak disebutkan atau diterangkan dalam nas oleh Syari’. Jika terdapat perkara
yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta
hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesuangguhnya hal
inilah  yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan
mengidentifikasi maslahah dan mudarat di dalamnya. Jika terkandung maslahah,
maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya
mugdarat di dalamnya, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan

yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan maslahah mursalah.*ss
4. Istigra’

Syatibi berpendapat bahwa istigra’ merupakan metode yang paling utama
untuk mengetahui magasid asy-syari’ah.**® Istigra’ adalah metode induktif yang
digunakan untuk menentukan magasid yang khusus dari yang umum. Jika
magasid khusus bertentangan dengan magasid umum, maka istigra’ tidak
dianggap benar dalam tersebut.'s” Contoh dari istigra’ adalah bolehnya jual-beli

online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam Alquran Surah al-

Bagarah ayat 275:
+ oI O=RNOOeO
=g 12 N[O 4w F AST0X SN RICPAoal
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154 Ahmad Raysiiniy, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Syatibi, h. 300

155 Syatibi, al-Muwdfagat, h. 393

156 Maher Hamid al-Hauli, al-Istigra’ wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqasid al-Syari’ ‘Inda al-
Imam Syatibi, (Ghaza: al-Jamiah al-islamiyyah, 2010), h. 18

157 Nu’man Jughaim, Thuruq al-Kasyfi ‘an Magqasid Asy-Syari’ah, (Yordania: Dar Alnafaes,
2014), h. 252
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“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

E. Beberapa Pendekatan Dalam Mengetahui Magasid Asy-Syari’ah'>®

1. Pendekatan Tekstual

Sebagai mana telah diketahui bahwa Alquran hanyalah ayat (tanda—tanda)
bukan hukum, para Ahli Usil fikih sepakat menetapkan bahwa sebagian ayat-ayat
menjadi dalil hukum sehingga disebut dengan ayat ahkam, dan jumlahnya relatif
sedikit. kecuali itu, ayat-ayat ahkam hanya memuat ajaran-ajaran pokok yang
bersifat global, dan sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan hukum secara
ijmali.t®® Al-Ghazali umpamanya, menetapkan ayat-ayat ahkam sebanyak 500
ayat.'®! al-Syaukani juga menetapkan sekitar 500 ayat ahkam, yang hanya memuat
ajaran-ajaran dasar*®? sementara Abdul Wahab Khallaf menetapkan hanya 228
ayat. Artinya, selain 228 ayat itu tidak termasuk dalam ayat-ayat ahkam.*¢* Semua
ayat ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya
Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alquran hanya
masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhailiy salah satu hikmahnya adalah
untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam
memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum, hal ini

sesuai dengan fi rman Allah Swt dalam Surah Sad ayat 29:
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158 Departemen Agama RI, lbid., h. 47

SAbdullah, Usul  Fikih: Magasid Asy-Syari’ah, Avrtikel, http://hukum.kompasiana.
com/2012/07/02/Usul-figh-Maqasid Asy-SyarT’ah, Diakses tanggal 19 Pebruari 2020.

180Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fikih, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 121

161 Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-, al-mustashfa min ‘Ilm alUsul,
Beirut: Dar al-Fikr, t.th h 350

162 Muhammad Bin ‘Ali al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-hag min ‘Ilmi al-Usul
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 250.

163 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Figh ,(Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, Qahirah,
1942,) h.33
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“ Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran

orang-orang yang mempunyai fikiran.%4

Untuk memahami kandungan hukum yang terdapat dalam Alguran adalah
harus memahami teks itu sendiri. Dalam Ontologi Ilmu Usal Fikih sebuah teks

tidak terlepas dari tiga unsur pokok, pertama sang pencipta bahasa (@m\ j)
kedua sang pengguna atau peminjam bahasa (Mwﬁ) dan ketiga sang
pemaham/ penafsir teks (JA\A) Dalam mengalisis teks Alquran, kita perlu
memperhatikan apakah Allah Swt murni sebagai @2*‘ 9 (pencipta setiap kosa

kata yang ada dalam Alquran) atau hanya sebagai pengguna (JA:‘M) bahasa,

dalam hal ini Allah Swt menggunakan atau meminjam bahasa Arab karena kitab
ini dialamatkan oleh Allah kepada nabi Muhammad dan kaumnya yang berbahasa
Arab. Dari ketiga unsur tersebut yang awal itu hanya posisi Allah karena ada
sebagian teks Alquran seperti ayat Fawatih Al-suwar (pembuka surah) menurut
Mufassirin - Wallahu A’lamu Bimuradihi (hanya Allah yang mengetahui
maksudnya) sedangkan unsur yang kedua di mana Allah Swt diposisikan sebagai
peminjam bahasa sungguh teks Alquran bisa dipahami oleh orang-orang yang

memahami seluk beluk bahasa Arab, yang jelas posisi manusia adalah sebagai
Jala (yang menafsirkan) sebuah teks. Sehingga terjadilah perbedaan

pemahaman pada sebua teks, sebagaimana jumhur Ulama berksimpulan al-
‘Ibarah bi Umum al-Lafzi (Yang dilihat adalah keumuman Lafaz), minoritas
Ulama al- ‘Ibarah bi Khusus al-Sabab (Kekhususan sebab), sedangkan Syatibi

berkesimpulan al-‘Ibarah bi magasid asy-syari’ah (Yang dilihat adalah Tujuan

164 Departemen Agama RI, lbid., h. 654
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syari’at).’> Menurut Syatibi ada beberapa metoda yang dipergunakan dalam
menganalisis sebuah teks di antaranya: ¢

Pertama, metode analisis terhadap lafaz perintah dan larangan. Fokus cara
ini adalah melakukan penela’ahan pada lafaz al-amri (perintah) dan lafaz al-nahyi
(larangan) yang terdapat dalam Alquran dan Alhadis secara jelas. Dalam konteks
ini suatu perintah kata Syatibi harus dipahami menghendaki suatu yang
diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan, perwujudan isi dari perintah
itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Syari’(Tuhan). Sebagai contoh dapat
kita lihat dalam Surah al-Ankabut ayat 45:
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FHOMIGENS W &0 E RE@Evy0+wNO
2 E050EHO0OwaXk FEhc0lled
0+ GCGres BMOGORMEOC W 3= RO

0AL o #¢ KA W & OR
O +EC €O Wwa 3 o0

€O IEAL * Lo de RONGIN A€
o 98 ORFEHCD>e0 +0€0
G NS $ARDOLES Do e

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Alquran) dan
dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan)
keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang

kamu kerjakan. "%

Ayat di atas mengandung kalimat perintah yaitu ( 55‘ ) pandangan ulama

Usal fikih terhadap kalimat perintah yang mutlak Hukumnya wajib (mutlaqun

amrun li al-wujubi hagiqatan). Sedangkan Syatibi menjelakan bahwa ketegasan

15 Alimin Mesra (Ed) Cs, Membangun kultur Ramah perempuan, Reinterpretasi dan
Aktualisasi pesan kitab Suci, (Jakarta: Restu llahi, 2004), h. 31-33

186 Syatibi, al-Muwafagat, h. 45

167 Departemen Agama RI, lbid., h. 401
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lafaz perintah dan larangan menjadi tujuan primer yang sangat menentukan.
Sedangkan sambungan ayat yang artinya “salat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar” itu hanya khabariah bukan suatu kewajiban,
menurt Syatibi itu hanya hikmah (tujuan akhir) bukan faktor penentu untuk
melaksanakan salat, terhindarnya manusia dari melakukan yang keji dan mungkar
seperti dalam salat itu merupakan tujuan sekunder, tidak menjadi faktor yang
menentukan dalam pensyari’atan salat. Hikmah (kemaslahatan) tersebut akan
dirasakan oleh orang-orang yang mau melaksanakan salat dengan benar, sebagai
mana janji Allah Swt dalam kitap sucinya Surah al-Mu’minun ayat 1-2:
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“ Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang
yang khusyu’ dalam sembahyangnya.” 1%

Kedua, metode analisis penelaahan ‘illah al-Amri (perintah) dan al-nahyi
(larangan), dan Analisis terhadap al-sukiit "an syar’iyyah al-‘amal ma’a giyam al-
ma’na al-muqtada (sikap diam Syari’ dari pensyari’atan suatu hukum) dan lain-

lain.
2. Pendekatan Kontekstual

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menawarkan
bermacam-macam harapan terhadap umat Islam, dibidang kedokteran misalnya
bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan bisa memperoleh keturunan melalui
Inseminasi buatan/ bayi tabung, sedangkan ketentuan hukum secara eksplisit tidak
diketemukan dalam Alquran dan Alhadis bahkan dalam Ijma’ para ulama, dengan
demikian permasalahan tersebut menjadi ruang ijtihad munsabiqi, apakah boleh
umat Islam memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan? Hal ini telah

dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa tentang bayi tabung

168 Ibid., h. 342
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yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1990 dalam fatwa tersebut di
tegaskan

1. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang
diambil dari suami yang sah, dibenarkan oleh Islam.

2. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang
diambil dari pasangan suami isteri untuk isterinya yang lain
hukumnya haram.

3. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang

diambil dari bukan pasangan suami isteri hukumnya haram.

Menurut Frof. Dr. Asafri jaya bahwa keputusn MUI itu tidak terlepas dari
analisis magasid asy-syari’ah, sedangkan sumber dan dasarnya juga Alquran dan
Alhadis.*®?

F. Skala Prioritas

Tujuan umum Syari’ dalam mensyari’atkan hukum-hukumnya ialah
mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang darariyat
(kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka
(hajiyyatr) dan kebaikan-kebaikan mereka (taksiniyyat).}”® Maqasid asy-Syari’ah
berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.
Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alguran dan Sunnah Rasulullah
sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada
kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq Syatibi
bahwa tujuan pokok disyari’atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq Syatibi
melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah
Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari’atkan Allah untuk mewujudkan

kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan

169 Asafri jaya, h. 163
170 Khallaf, Ilmu Usul Figh, h. 197
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yang akan diwujudkan itu menurut Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu

kebutuhan darariyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan takhsiniyyat.*™

a. Kebutuhan Darariyat/Primer

Kebutuhan darariyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut
dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan
terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan
keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syari’at
Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan
pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Misalanya, firman Allah mewajibkan jihad dalam Surah al-Bagarah ayat 193:

o T HCRO ILDAONDHY IO G0
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“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)
ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari
memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-

orang yang zalim” 172

Dan firman-Nya mewajibkan gisas dalam Surah al-Bagarah ayat 179:

G Ea BOEDMoa e ORx ALAE w0 @0
Y elin L YL 1O <0506 0RO

111Gyatibi, al-Muwdafagat, h. 324
172 Departemen Agama RI, lbid., h. 30
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“Dan dalam gisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” 73

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyari’atkan perang adalah
untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan hambatan dan
mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui
bahwa mengapa disyari’atkan gisas karena dengan itu ancaman dan pemusnuhan

terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.
b. Kebutuhan Hajiyyat/Skunder

Kebutuhan hajiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak
terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami
kesulitan. Syari’at Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum
rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai
contoh dari kepedulian Syari’at Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan
ibadat, Islam mensyari’atkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana
kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif.
Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam
jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya
dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqasar salat adalah dalam rangka
memenuhi kebutuhan hajiyyar ini. Dalam lapangan mu’amalat disyari’atkan
banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa,
syirkah (perseroan) dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan
perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum rukhshah dalam mu’amalat. Dalam
lapangan ‘uqubat (sanksi hukum), Islam mensyari’atkan hukuman diyat (denda)
bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas
seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari

kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syari’at Islam

173 Departemen Agama RI, lbid., h. 27
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adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Alquran juga. Misalnya, di dalam Surah
al-Maidah ayat 6:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, Maka
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan
(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka
mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat
buang air (kakus) atau menyentuh, perempuan lalu kamu tidak memperoleh air,
Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya

kamu bersyukur .17
c. Kebutuhan Tahsiniyyat/Tersier

Kebutuhan tahsiniyyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak
pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap,
seperti dikemukakan Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat
istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias
dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai
bidang kehidupan, seperti ibadat, mu’amalat, dan ‘uqubat, Allah telah
mensyari’atkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyyat. Dalam
lapangan ibadat, kata Abdul Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyari’atkan
bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan
lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan
memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan mu’amalat Islam melarang boros,
kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang ‘uqubat Islam
mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita,

melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan

174 Soenarjo, Alquran dan Terjemahnya Departemen Agama RI. (Surabaya: Penerbit Duta
IImu, 2009), h. 144
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Syari’at seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya dalam
Surah al-Maidah ayat 6 :
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“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu
junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali
dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih);
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya

bagimu, supaya kamu bersyukur” 1™

G. Lima Tujuan Hukum Islam

Abu Ishag Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni

memelihara:

Agama
Jiwa
Akal

Keturunan, dan

o > w0

Harta

Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima
tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-magasid al-khamsah atau
Magasid asy-syari’ah yang artinya (tujuan-tujuan hukum Islam). Guna
memperoleh gambaran yang utuh tentang teori magasid asy-Syari’ah, berikut ini
akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal,

175 Departemen Agama RI, lbid., h. 108
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keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat

berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.*’
1. Memelihara Agama ( ) Jads )

Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang
yang disyari’atkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan mereka, dan hubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan
menegakkannya, agama Islam telah mensyari’atkan iman dan berbagai hukum
pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu: kesaksian bahwa tiada
Tuhan melainkan Allah Swt. dan bahwasanya Muhammad Saw adalah utusan
Allah, melaksanakan Salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan
menunaikan ibadah Haji ke Baitullah, seluruh akidah, pokok-pokok ibadah yang
dimaksudkan oleh Syari’ dalam pensyari’atannya untuk menegakkan agama dan
memantapkannya di dalam hati dengan mengikuti hukum-hukum yang tidak
sepantasnya manusia kecuali dengan hukum itu, mwwajibkan berdakwah kepada
Islam, dan mengamankan dakwah tersebut dari penganiayaan terhadapnya dan
terhadap orang-orang yang melaksanakannya, dan dari peletakkan berbagai batu

penarung di jalannya.

Untuk menjaga agama Islam dan menjamin kelanggengannya dari
perlawanan terhadapnya, agama Islam mensyari’atkan hukum-hukum jihad, untuk
memerangi orang-orang yang berdiri menghalangi perjalanan dakwah kepada
Islam, dan orang yang diuji keberagamaannya supaya ia kembali kepada
agamanya dan menimpakan hukuman kepada orang yang murtad dari agama
Islam, menghukum orang yang membuat bid’ah dan membuat hal yang baru

dalam agama yang tidak termasuk dari agama itu atau menukarkan hukum-

176 Suparman Usman, Pokok-Pokok Perbandingan Sistem : Civil law, Common Law, Hukum
Indonesia, Hukum Islam dan Hukum adat (UNTIRTA: Program Pasca Sarjana limu
Hukum, 2012), h. 74 Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos
Wacana llmu, 1997), h.128.

80



hukumnya dari posisinya, serta mencegah seorang mufti yang salah yang

menghalalkan hal yang haram.*’”

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara agama dalam peringkat daririyat, yaitu memelihara dan
melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti
melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan
terancamlah eksistensi agama.

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyar, yaitu melaksanakan
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat
jamak dan salat gashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan
ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama,
melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat taksiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk
agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekalaigus melengkapi
pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di
dalam maupun di luar salat, membersinkan badan, pakaian, dan tempat.
Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlag yang terpuji. Kalau hal ini tidak
mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi
agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.
Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai
meninggalkan salat yang termasuk kelompok darariyat. Kelihatannya
menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap
(tahsiniyyat), karena keberadaanya sangat diperlukan bagi kepentingan
manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukan dalam kategori hajiyyat
atau daruriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak
berarti sesuatu yang yang termasuk taksiniyyat itu dianggap tidak penting,

karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daririyatat.

17 Khallaf, llmu Usul Figh, h. 200-201
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2. Memelihara Jiwa ( u-“s-‘” BEEEN )

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat daririyat, seperti memenuhi kebutuhan
pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan
pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa
manusia.

b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu
binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan
ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan
hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat taZsiniyyat, seperti ditetapkannya tata
cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan
kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa

manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal ( Jial) Jada )

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat daririyat, seperti diharamkan meminum
minuman Kkeras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat
terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menunut
ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak
akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan
pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat takzsiniyyat. seperti menghindarkan diri

dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini
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erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara

langsung.

4. Memelihara Keturunan ( Sl Jaga )

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daririyat, seperti disyari’atkan
nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi
keturunan akan terancam.

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan
diberikan hak talag padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu
akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar
mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami
kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah
tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari’atkan
khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka
melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan
mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang

melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta ( Jlall Jada )

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara harta dalam peringkat daririyat, seperti syari’at tentang tata

cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara
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yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya
eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari’at tentang jual-
beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan
mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang
memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat taksiniyyat, seperti ketentuan tentang
menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya
dengan etika bermu’amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan
berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga
ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.t’®

H. Peranan Magasid Asy-Syarr’ah Dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang magasid asy-syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abdul
Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu
untuk memahami redaksi Alguran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang
bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum
terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Alquran dan Sunnah secara kajian
kebahasaan.'”® Metode istinbat, seperti giyas, istihsan, dan maslahah mursalah
adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas
Magasid asy-syari’ah. conotohnya giyas, giyas baru bisa dilaksanakan bilamana
dapat ditemukan magasid syari’ahnya yang merupakan alasan logis ( ‘illaf) dari
suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar

terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 90:

Ox 0 LA ForSe 6 -O&a@08% D40
o AO# RO B MARG L - @7
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178 Suparman Usman, Itang, Filsafat Hukum Islam, (Laksita Indonesia, Banten, 2015), h. 156-
159.
179 gatria Effendi, Usul Figh (Prenada Media, Jakarta, 2005), h. 237.
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan . "%

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa magasid asy-syari’ah dari
diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal
pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ( ‘illat) dari keharaman
khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah
sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan
dengan metode analogi (qgiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah
juga haram. Dengan demikian, ‘l/lat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila
diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan analogi (giyas). Artinya, giyas bisa
dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat

meng-giyas-kannya yang dikenal dengan al-maqis ‘alaih (tempat menggiyaskan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-magis
‘alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syari’at secara umum seperti untuk
memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal
ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian Usa/ Fikih, apa yang
dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk
umum syari’at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan
maslahah mursalah. Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan

hukumnya dalam nas atau melalui giyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila

180 Spenarjo, Op. Cit., h.162
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ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain
yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka
ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini
dikenal dengan istihsan.

Metode penetapan hukum melalui magasid asy-syari’ah dalam praktik-
praktik istinbat tersebut, yaitu praktik giyas, istihsan, dan istislah (maslahah
mursalah), dan juga seperti istishab ,sadd al-zari 'ah, dan ‘Urf (adat kebiasaan):#,
disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui magasid asy-
Syari’ah, juga oleh sebagian besar ulama usal fikih disebut sebagai dalil-dalil
pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil
hukum di atas. Diskursus magasid asy-syari’ah sebelum Syatibi banyak berkutat
pada persoalan ‘illah hukum dan maslahah sebagai landasan perumusan hukum.
Karena waktu itu para ulama Usil banyak yang merangkap sebagai teolog atau
ulama kalam, maka banyak wacana di bidang Usal fikih juga dieksplorasi oleh
para teolog termasuk diskursus magasid asy-syari’ah. Salah satu hasilnya adalah
diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma
yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum
dan kausalitas dalam kerangka teologi. Menurut Syatibi, dalam merumuskan
hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah
perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa
atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian ‘i/lah dalam
Usil fikih. Ada peralihan makna atau perubahan semantik ‘i//ah dari studi teologi
menuju studi filsafat hukum. Syatibi berpendapat bahwa maslahah sebagai motif
syari’ah diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand theme syari’ah
secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau
perintah secara rinci. Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-
alasannya dalam Alquran. Misalnya, perintah wudu’ yang motifnya adalah
kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketagwaan dan kesalehan dan

perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

181 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Figh (Semarang: Dina Utama,Toha putra Group,1994)
h.127
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Doktrin  magasid asy-syari’ah merupakan suatu usaha penegakkan
maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Syatibi
mengklasifikasi studi magasid asy-syari’ah menjadi dua tingkatan, dari sudut
magasid al-syari’ atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut
pandang magasid al-mukallaf atau subjek hukum. Kemaslahatan sebagai magasid
al-syari’ mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah
kemaslahatan. Meskipun demikian, Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak
bersifat final. Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa
dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. maqasid asy-syari’ah versi Allah

ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu: ¢

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari’at. Aspek ini membicarakan tentang

pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan maslahah.

2. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan
dimensi linguistik dalam persoalan taklif. Perintah yang merupakan bentuk taklif
harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya
maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini Syatibi
menggunakan dua istilah, al-dalalah al-asliyyah atau pengertian esensial dan al-

dalalah al-ummumiyyah atau common sense.

3. Syari’at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini
menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia,

kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.

4. Tujuan syari’at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini
bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus

dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

5. Dari sudut magasid al-mukallaf, Syatibi mengangkat pembahasan tentang
kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini Syatibi membahas

beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu tentang

182 Syatibi, Al-Muwafagqat, h. 326
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konsep maslahah, dalalah, taklif, ta‘abbud dan niat. Penelitian ini hanya akan

membahas konsep maslahahnya saja.
I. Hubungan Tes Narkoba Dengan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sabagai perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan
adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir maupun batin.!® Setiap pasangan
menginginkan keluarga yang sehat sehingga dapat menjadikan keluarga yang
bahagia lahir maupun batin. Salah satu faktor terjadinya kehancuran dalam
pernikahan yang berujung kepada perceraian adalah karena penyalahgunaan
narkoba. Maka perlu untuk dilakukan tes narkoba pranikah agar pasangan yang

ingin melangsungkan pernikahan dapat mempersiapkan secara matang.

Pasal 131 ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyatakan bahwa:

1. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk
mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan
berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak

2. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam
kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18
tahun.

3. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban
bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan

pemerintah daerah.®

Karena mengetahui tentang kesehatan bagi calon orang tua dan anak
adalah sebuah keniscayaan, hal ini sebagai salah satu upaya untuk peningkatan
mutu sumber daya manusia dan pencegahan terhadap penyakit menular serta

pencegahan dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Begitu juga

183 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 131.
184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
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dengan upaya pendewasaan usia nikah dengan cara perubahan atas pasal tentang
usia minimal untuk menikah bagi seorang perempuan dimana sebelumnya batas

minimal untuk dapatnya menikah adalah 16 tahun.

Tes narkoba yang dilakukan kepada kedua calon mempelai untuk
mengetahui apakah yang bersangkutan bebas narkoba ataukah tidak .18

Pasal 47 UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyatakan
bahwa rekam medis harus dijaga kerahasiaannya, karenanya tes narkoba yang
dilakukan terhadap calon mempelai ini harus dilakukan dengan komitmen
bersama dari para pihak yang berkepentingan, termasuk pegawai yang berkaitan
dengan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, sehingga dengan adanya tes
narkoba ini tidak menyebabkan dijauhinya seseorang dari pergaulan masyarakat
karena penyakit yang dideritanya, atau dibukanya aib dari calon mempelai

tersebut.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan secara
terpadu dari berbagai elemen masyarakat, meskipun bebas dari narkoba bukan
salah satu persaratan pencatatan perkawinan, namun tes narkoba untuk
mengetahui seseorang terkena narkoba atau tidak, merupakan salah satu upaya
pencegahan terhadap meluasnya pemakaian narkoba ini, setidaknya ada upaya
untuk rehabilitasi bagi yang positif narkoba dimana upaya ini didukung oleh

pasangan dan keluarganya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa meskipun UU
Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit tentang tes narkoba pranikah demi
terwujudnya tujuan nikah tersebut yaitu terbentuknya keluarga bahagia lahir dan
batin, tapi secara umum tujuan dari pernikah itu adalah agar suatu keluarga itu
diharapkan dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan salah satu pendukungnya

adalah tes narkoba untuk mengetahui kesehatan pasangan.

J. Hubungan Tes Narkoba Dengan Alquran

185 Efendi, Kepala Seksi P2M BNN.
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Pedoman kehidupan umat Islam yang pertama adalah Alquran. Di
dalamnya terdapat begitu banyak ayat yang memerintahkan kepada manusia untuk
membaca, berfikir, merenungkan ayat-ayat serta segala sesuatu yang ada disekitar
Kita, karena semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Akan tetapi,
tidak semua orang dapat mengetahui dan memikirkan kekuasaan dan kebesaran
Allah karena dihati mereka terdapat penyakit seperti yang telah disebutkan dalam
Surah al-Bagarah ayat 10:
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“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi

mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.”#

Alguran menyebutkan macam-macam penyakit hati yang menimpa
manusia. Selain itu, ia juga telah mengajarkan kepada manusia agar tetap
melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan tempat tinggal supaya tidak
menjadi sarang kuman dan bakteri. Alquran juga menghimbau untuk menjauhi
makanan dan minuman yang mengandung penyakit dan ia juga memberitahu tata
cara mengobati diri Kita ketika sakit.'®” Bahkan Alquran adalah salah satu obat

untuk penyakit. Di dalam Surah al-Isra’ ayat 82:
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186 Departemen Agama R, lbid., h. 3
187Abdul Mun’im Qindil, Alquran Obat Paling Dahsyat: Mengungkap Secara Medis
Keajaiban Kesehatan & Pengobatan Alquran (Pasuruan: Hilal Pustaka,1429 H), h 2.
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“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada

orang-orang yang zalim selain kerugian. "%

Syari’at Islam menganjurkan agar memperhatikan kualitas keturunan

sebagai estafet keluarga selanjutnya. Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 9:

A e @t LA Lo de BORQO0Mwe0
SRR, @AcdRAE 108 BAUAT 4O

s OGHORD [ CO%x3EB 1 0>0
AENVoOEE¢N B e@
A 2 oS B> 0*% I/ @Ol o
GeJQeL B2X-U07w0>06000wed

& AP FOON.OARIR

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah

dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” **

Maka upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sehat
adalah dengan mengetahui kesehatan pasangan melalui tes narkoba. Sehingga

keluarga akan hidup bahagia dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
K. Hubungan Tes Narkoba Dengan Magqasid Asy-Syari’ah

Magasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu
demi menciptakan kemashlatan bagi manusia. Salah satu target pasangan suami
dan istri yang ingin dicapai dengan dilakukan tes narkoba adalah untuk
mengetahui kesehatan yang pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan
kehidupan yang sehat, tentram dan bahagia, meskipun tidak selamanya apa yang

difikirkan dan diinginkan tercapai.

188 Departemen Agama RI, lbid., h. 290.
189 |bid., h. 78.
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Islam sebagai agama sangat memperhatikan keberadaan manusia,
membentangkan konsep yang tegas tentang kehidupan yang baik kepada manusia,
misalnya mengenai apakah hidup dan kehidupan itu, serta kemana arah tujuannya.
Bila tujuan kehidupan dalam bentuk yang sehat sudah dapat diterapkan dalam
wilayah keluarga, maka sudah pasti tujuan kebahagian dunia dan akhirat juga ikut
tercapai. Salah satu penunjang kebahagian tersebut adalah dengan memiliki tubuh
yang sehat. Sehingga dengannya manusia dapat beribadah kepada Allah Swt,
bahkan dengan kesehatan itu pula dapat menempatkan manusia mendapatkan
nikmat yang kedua setelah iman, serta menjadi bukti dalam realisasi pepatah
Arab:

Al acal) 6 aalid) Jial)

“akal yang sehat terdapat pada raga yang sehat.”

Al-Syari’ sebagai pembuat hukum kepada mukallaf telah menjaminnya dalam

Surah al-Hijr ayat 9:

7 JENCIN[sX Te CIMbeT RO
e 2oV 6L Ju| *B M AL e I
&S ¢A0>0 AOCOG0E V€O

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan Sesungguhnya Kami
benar-benar memeliharanya. ” 1%

Semua akan kembali kepada kata ( BEVEN ) yang artinya penjagaan/pemeliharaan.

Tujuan syari’at pada dasarnya untuk mewujudkan maslahah dan menolak
mafsadat. Itu dapat diketahui dari ketetapan hukum-hukum secara eksplisit oleh

nas Alquran dan Sunnah. 1%

Peraturan yang telah dikeluarkan walikota baru sampai ke tujuan

maslahah apabila dilakukan secara serius dan dengan pengawasan yang ketat

190 1bid., h. 262
¥lAbd. Raman, Abd. Khalig, Al-Magqasid al-‘Ammah li al-Syar’iat al-Islamiyah, (Kuwait:
Maktabah al-Sahwah al-Islamiyah, 1985), h. 7-8.
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berdasarkan SOP dan unsur lainnya.'®Maka jika semua unsur telah dilaksanakan

maka akan menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat Binjai.
1. Tes Narkoba Ditinjau Sebagai Memelihara Agama ( (sl Jads )

Agama melarang sesuatu yang merusak dan juga mengajarakan dimana
setiap pemeluknya dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Untuk itu, semua
penganut agama yang mempercayai dan melaksanakan ajarannya maka mereka
akan senantiasa melaksanakan segala hal yang ada dalam ajaran tersebut. Salah
satu yang merusak dan agama melarangnya adalah memakai narkoba, karena
sudah tentu narkoba itu adalah sesuatu hal yang merusak. Baik itu merusak akal,
jasmani, rohani, spritual dan juga menghabiskan harta.'®® Tes narkoba salah satu
cara agar manusia dapat memperhatikan kesehatan sehingga kesadaran untuk

menjalankan syari’at agama lebih kuat.
2. Tes Narkoba Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Jiwa (wﬂ‘ -5-"5&).

Terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan dan memberi ketentuan dalam

hal pemeliharaan jiwa. Di dalam Surah at-Tahrim ayat 6:

OxCNAA Lo o O&er@063% O 60
B-MU> L BURCOE @7
AHAERO> ALY

R {6 P 2o AEHAFONE 2O &0
VO -OCGwe srAL2ECO00>0 €0
MeBaAXN OB -0

NOEZ O OME S o0& OMEH ¢ N

A0 DE0 -+ KDXHAOPY A QXN
2 FeX 12F 3N [N P X A oS
73l 2- ¢S O0>ER>HOG SO

XS ¢8) VO s RB

192 Dr, H. M. Jamil, MA, Ketua MUI Kota Binjai, Wawancara, 28 Maret 2020
193 Jamil, Ketua MUI Kota Binjai.
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan. *%*

Ayat yang terhimpun dapat diteliti secara sempurna sehingga menghasilkan

kesimpulan magasid al-daririyah yang gat’i dalam hal pemeliharaan jiwa ( BEYEN

u—*ﬂﬂ‘) Sebagai gambaran terhadap pentingnya tes narkoba bagi calon suami dan

istri, dan juga dilihat dari prilaku penyimpangan masyarakat mulai dari
penggunaan narkoba, pekerja seks komersial, dan homoseks sehingga bisa
berdampak pada meningkatnya penyebaran HIVV/AIDS.

Penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menyebabkan
tersalurnya penyakit kepada orang yang berada disekitarnya. Adanya transmisi
penyakit akan berkembang melalui transmisi seksual, transmisi non-seksual
melalui mekanisme transmisi panetaral dan transmisi transplasental (dari ibu
kepada janinnya) hal tersebut menjadi ancaman baru yang melahirkan korban
yang tidak berdosa. Penderita Infeksi Menular yang merupakan masalah
kesehatan masyarakat cukup menonjol pada sebahagian besar wilayah dunia.
Insiden kasus Penderita Infeksi Menular diyakini tinggi pada banyak Negara serta
kegagalan dalam mendiagnosis dan memberikan pengobatan pada stadium dini
dapat menimbulkan komplikasi serius dan berbagai gejala sisa lainnya. Antara

lain infertelitas, akibat buruk pada bayi (prematur).!%

Ancaman yang ditimbulkan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular
seksual (PMS) lebih erat kaitannya melalui hubungan seks. Penyaluran hasrat
(seks) selain dari bentuk kebutuhan primer manusia juga merupakan kewajiban

yang mesti dilakukan dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Tentunya

19 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 560.

1% Mohd. Andalas, Hubungan Polimorfisme dan Interaksi Gen Tumor Nekrosis Faktor Alfa
dan Interleukin 10 dengan Kelahiran Prematur, dalam Ringkasan Disertasi,
(Yogyakarta: UGM Fak. Kedokteran, 2015), h. 4.
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kondisi real yang ada sekarang mengharuskan kepada Pemerintah untuk membuat

JobDis sebagai antisipasi pencegahan terhadap keburukan yang terjadi.

Resiko penularan dari suami pengidap HIV ke istrinya adalah 22% dan
istri pengidap HIV ke suaminya adalah 8%. Penelitian lain mendapatkan
sorokonversi (pemeriksaan laboratorium negative menjadi positif) dalam 1-3
tahun pada 42% suami dan 38% pada istri yang pasangannya merupakan pengidap
HIV sehingga resiko penularan suami dan istri atau istri dan suami dianggap
sama. Hal lain yang diperhatikan adalah penularan tidak bergantung pada

frekuensi hubungan seksual yang dilakukan antara suami istri.%
3. Tes Narkoba Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Akal (Ja=ll Jaés),

Di dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian,
bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam
memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun,
akal yang sehat akan dapat menerima dan melaksanakan syari’at Allah Swt, dalam
persoalan apa pun, nikmat besar pada diri masnusia yaitu akal yang Allah Swt
titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini

menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt yang sangat menakjubkan.

Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Swt memberi semangat untuk
menggunakan akal dalam berfikir, dalam hal ini Allah Swt melibatkan akal untuk
memikirkan terhadap Kekuasaan dan Keagungan Allah pada perubahan siang dan

malam, perputaran bulana dan matahari. Di dalam Surah an-Nahl ayat 12:

nmnVMO A Wa de RKREDZT @ 00RO

Q0o AVOx w90
OO DM@ @0 ““fOO P WwWa €0
REA>XOCwa €0 =
HAOZ MO LN @EOCIOOQQRORE
=6 VOOFTH HDPWDOO ONx MHRO

19 Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 329-330.
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>MHADEHEDD 60 3 20+ O, e

DN
“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan
bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi

kaum yang memahami (Nya). *®

Jika ditelusuri upaya Pemeliharaan Akal dalam magasid asy-Syari’ah,
akan terlihat peran penting akal dalam eksistensi diri, hal inilah yang
membedakan antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan akal harus
tetap dijaga dari berbagai hal yang merusak akal, dan tidak semua kebaikan dan
kejahatan dapat diketahui akal. oleh karenya itu, wahyu datang memperkuat apa
yang telah diketahui akal. Rasul-rasul datang untuk memperkuat apa yang telah
ditempatkan Tuhan dalam akal kita dan untuk menerangkan perincian apa yang
telah diketahui akal.

Peran akal akan terlihat dalam menentukan baik-buruknya prilaku
seseorang dalam bertindak, sampai pada tingkat menentukan hukum dalam
memutuskan permasalahan sebagai jalan keluar terhadap kehidupan masyarakat,
melihat maraknya gaya hidup Style masyarakat seperti menggunakan obat-obatan
terlarang (narkoba) yang semakin tidak terbendung menjadi problematika
kehidupan yang seakan perlu membuat tindakan yang membatasi ruang pengguna
narkoba yang efeknya adalah merusak akal. Bahkan yang lebih darurat lagi adalah
ketika pengguna atau pecandu narkoba diberikan ruang untuk melakukan

pernikahan.

Secara ilmiah yang didapatkan dari BNN Kota Binjai bahwa zat adiktif
atau narkoba adalah zat yang bekerja pada SSP (Susunan Saraf Pusat) dan
berpengaruh terhadap proses mental. Zat adiktif akan mengakibatkan seseorang
yang mengkonsumsinya menjadi senang atau hilang rasa nyerinya (fly). Namun

yang patut dicatat adalah adanya proses neurodaptasi yaitu beradaptasinya sel

197 Departemen Agama R, Ibid., h. 268.
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saraf terhadap pasokan zat adiktif karena struktur kimia yang serupa antara
neurotransmitter dengan zat tersebut. Efek yang lebih jauh adalah terjadinya
toleransi yaitu diperlukan jumlah zat yang lebih dari biasanya guna memberikan
efek yang diharapkan, yang kemudian akan menimbulkan gejala putus obat
ataupun intoksiasi.!®® Maka tujuan tes narkoba adalah untuk mengurangi pemakai

narkoba yang dapat merusak akal manusia.
4. Tes Narkoba Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Keturunan (duﬂ\ Lé;),

Adapun al-Razi menyebut kata nasl yang berarti kerabat dekat (al-
Qarabah) dari garis keturunan ayah. Dari penjelasan tersebut maka Ibn Asyir
memilih nasl sebagai daririyah, karena reproduksi terkait dengan penciptaan al-
khaliq yang pengabainnya menimbulkan mafsadat.®

Keturunan dalam doktrinal hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat
penting/urgen, keturunan nasab merupakan nikmat yang paling besar yang
diturunkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt di

dalam Surah al-Furgan ayat 54:

S ERERS QLA Lo S 60D06e0
S CGOBXO T QAo HOMwa S RIS
@ @Ome DR+ S ED A D ea
¢ AR @0 S5O L Voo, O @]

LR H - HBON O+ A& D= e 0

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu

(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. "*®

Ayat di atas member kejelasan bahwa keturunan nasl merupakan suatu nikmat
yang berasal dari Allah yang dipahami dari lafaz “fa ja‘alahu nasaba.” Maka
Allah menjadikannya keturunan. Selain dari itu, ada kata “Basyar” yang

digunakan Alquran untuk menunjukan manusia secara umum, dengan persamaan-

198 Efendi, Kepala Seksi P2M BNN
199 |bn At-Tahir Asyir, Maqdasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 79.
200 Departemen Agama R, lbid., h. 364
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persamaannya dari segi fisik dan kemanusiaan tanpa penekanan sedikit pun. Juga
pada sisi kejiwaan dan mental. Rasulullah Saw diperintankan untuk
menyatakannya?®?, Terdapat dalam Surah al-Kahf ayat 110:

Ha ¢000 Lo HO*ERO  Fndo

ACHAEDH P HE <08 O]
LorANO¥GOL 00EFRNYO ~@ROARG
<OO 1w ROY ALAEE O e RNO
¢ $) AXI @D ITAIQeo B QonECeO
OS5 QW BXURY IO
2 AN @Iz X JoLl~ L DN ONB= 0O
22 du sV NHOBO ¢XIOOOR
B OROc ¢E@E=0,> N RIOINOE 1€

EDRDED FOQOONJL A ONA<-¢0

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang
diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan
yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan

seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." 2%

Dengan demikian, adanya keturunan nasab merupakan legalitas hubungan
kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari
pernikahan yang sah, atau nikah fasid (cerai), atau senggama syubhat (zina).
Nasab merupakan sebuah pengakuan syara’ bagi hubungan seorang anak dengan
garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang
anggota keluarga dari keturunan dan dengan demikian anak berhak mendapatkan
hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan,

perwalian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan, ketika orang tua hendak

menikahkan anaknya dengan calon pasangan yang sudah mendapatkan diagnosis

201 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishah; Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 116.
202 Departemen Agama R, lbid., h. 304
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Medis terjangkit HIVV/AIDS atau calon pasangan yang pernah mengkonsumsi
narkoba, maka yang menjadi korban saat akad sudah dilaksanakan adalah
pasangan yang dalam kategori baik, sehat dan bahkan keturunan mendapatkan
efek buruk dari nasab yang menderita penyakit tersebut.?%3

Ketagihan narkoba telah memberi pengaruh yang serius kepada kehidupan
kekeluargaan antaranya menjadi beban ekonomi rumah tangga karena kepala
keluarga akan membelanjakan sebagian besar hartanya untuk mendapatkan modal
dan keperluan lainnya untuk membeli narkoba, dan pengguna juga akan
mengabaikan anggota keluarga dan keperluan dasar anggota keluarga, tidak
menghormati antara satu dengan yang lain, menipu dan tidak beramanah terutama
dengan diri sendiri. Juga pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap ibu yang
mengandung dalam bentuk yang buruk, maka boleh dikatakan ia telah

mengancam objekti syari’at dalam menjaga keturunan.?%*

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan
kesehatan, maka Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin
bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum
(indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang

mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalnya.?%

Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar terhadap
pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang cacat tubuh.
Seorang dokter, Marshan namanya, menyatakan bahwa dampak negatif dari
susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap ovum sejak masih dalam
ovarium. Melalui ovarium segala sifat-sifat ibu berpindah kepada janin. Dan
terkadang warisan penyakit, mulai tampak kecenderungannya ketika ovum itu

tumbuh dalam rahim (uterus).2%

203 Chris W. Green. HIV, Kehamilan dan Kesehatan Perempuan, (Jakarta: Yayasan Spiritia.
2005), h. 6

204 |bn At-Tahir Asyir, Magasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 61

205 Apdul Qodir Al- Jailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT. Bina limu, 1995), h. 64.

206 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 36.
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Dari sini tampak jelas bahwa kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut
serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Karena jikalau orang tua
pecandu narkoba akan mempengaruhi kesehatan cabang bayi yang akan
dilahirkan.?®” Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadir yang namanya
pemeriksaan tes narkoba pranikah ,tiap pasangan yang hendak melakukan
pernikahan dapat memeriksakan urine mereka masing-masing, baik calon
mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan
tersebut kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan
organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan nasab.

5. Tes Narkoba Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Harta ( Jlall Jads ),

Para fugaha’ mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh
tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu
yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.?®Al-Syarbaini berpendapat
bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakannya

diwajibkan membayar ganti rugi.?%°

Adapun formula dalam penalaran magasid asy-syari’ah tentang menjaga
harta adalah memprioritaskan perihal yang sifatnya primer dan menjaga keutuhan
yang juga sifatnya primer dengan perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini,
magqasid asy-syari’ah terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,

menjaga keturunan, dan menjaga harta.?°

Para ulama usul sepakat bahwa perihal yang sifatnya primer yaitu menjaga
agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta
tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama.

Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga

207 Jamil, Ketua MUI Kota Biniai

208 Abidin, Hasyiah Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar (Cairo,
Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966), jilid IV, h. 501.

209 Asy-Syarbini, M. bin A. A.-K, Mughni Al-Muhtaj lla Ma rifah Ma’ani Alfaz Al-Minhaj
(Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr. 1978), Jilid 1V, h. 246.

210 Wahbah Al- Zuhailiy, Nadariyat al-Dariirah al-Syar’iyah. (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir.
1997), h. 44-45
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keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi

kemurnian agama.

Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa salat Jum’at
merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan
muamalah jual beli merujuk pada Surah al-Jumu’ah ayat 9:

Ox QLA Lo I s &Her@O8% O 60
0N DA€ S+ OND B-MAORGOL @7
4N L 16) 1T & ZOg0mE0 OHN w

N ORI O XM W@a S
FORLERO BRI R g 0o

BXOV60€00 *AFoF PHOSEN O
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“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,
Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ***

Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi

keutuhan perihal yang primer, seperti salat dengan menggunakan sarung curian.

Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai
dengan ketentuan magdasid asy-Syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang
dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya,
diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba,
diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan
untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian

terjaga/terpelihara harta.?!2

211 Departemen Agama R, Ibid., h. 304
212 Qyatibi, al-Muawafagat , h. 6-7
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Agar mejadi pertimbangan yang merupakan bagian dari pendalaman
materi menjaga harta , tentu akan disajikan besaran yang biaya yang dikeluarkan
saat seseorang mengalami penyalahgunaan Narkotika sejenis narkoba, yang
merupakan keharusan bagi penderita untuk direhabilisasi, biaya yang perlu
dikeluarkan dari pecandu narkoba juga tidak main-main, yaitu berkisar Rp 10 juta
per bulan. Biaya itu belum termasuk obat yang harus dikonsumsi rutin oleh

pecandu.?t

Tentunya gambaran ini akan menjadi satu pertimbangan ketika calon
suami atau calon istri yang hendak menikah mendapatkan pasangan yang sudah
lama mengkonsumsi narkoba atau dalam kategori penderita HIVV/AIDS yang
keduanya memerlukan pengobatan yang cukup besar. Inilah salah satu pemicu
awal dari perpecahan dalam harmonisasi rumah tangga. Belum lagi ketika
dikaitkan dengan jumlah pendapatan rumah tangga yang dianggap minim secara
ekonomi, dengan berbagai keperluan yang ada, tentunya harus dipertimbangkan
lebih awal, ketika pasangan yang hendak menikah menjadi keharuasan bagi
keduanya untuk melakukan pemeriksaan urine di PPKB mendeteksi kemungkinan

yang terjadi.?4

213 Efendi, Wawancara.
214 1hid.,.
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BAB IV

HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Walikota. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:

“ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

o o

- o o o

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan

hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.?*°Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 Jenis peraturan perundang-

undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan

oleh:%t6

o o T p

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
Dewan Perwakilan Rakuat (DPR);
Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
Mahkamah Agung;

Mahkamah Konstitusi (MK);

215 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-

daerah-kota-dan-peraturan-walikota/, diakses pada 22-01-2020 pukul 11.00 WIB
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f. Badan Pemeriksa Keuangan;

Komisi Yudisial;

s @

Bank Indonesia;

i. Menteri;

j. Badan,lebaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;

k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD

Kabupaten /Kota;

I.  Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya

Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 Peraturan perundang-undangan
tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi
atau dibentuk berdasarkan kewenangan.?!” Hal ini sesuai dengan petikan

wawancara peneliti dengan salah seorang anggota DPRD kota Binjai, yakni;

* peraturan walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh walikota, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas
sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi atau dibentuk

berdasarkan kewenangan. ~ 218

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis
dan disimpulkan bahwa peraturan walikota termasuk jenis peraturan perundang-
undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan
oleh walikota. Dari sini dapat dipahami bahwa Peraturan Walikota adalah jenis

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

27 1bid
218 yudi, S.H, M. Kn, Anggota DPRD Kota Binjai
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Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Agar lebih memahaminya maka akan dibuat perbedaan mendasar antara Peraturan
Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

1. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan
Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan (DPRD) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

2. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan

Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:

1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam

Berita Daerah.
Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan
dan Izin Mendirikan Bangunan ( Perda Kota Depok 13/2013)

2. Peraturan Wali Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Informasi Publik ( Peraturan Walikota Depok 5/2013)

Dalam Perda Kota Depok 13/2013 jelas disebut bahwa Perda tersebut
dibuat dengan persetujuan bersama DPRD Kota Depok dan Walikota Depok.
Sedangkan dalam Peraturan Walikota Depok 5/2013 tidak ada persetujuan
bersama DPRD Kota Depok.

Di samping itu, dalam Pasal 173 Perda Kota Depok 13/2013 disebutkan

bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
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Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.
Sedangkan, dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Depok 5/2013 disebutkan bahwa
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. '

B. Temuan Khusus
1. Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai
Nomor 39 Tahun 2107

Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah

sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang
cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai

yang akan melangsungkan perkawinan.

219 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-
daerah-kota-dan-peraturan-walikota/, diakses pada 22-01-2020 pukul 11.00 WIB
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(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan
ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).22°
Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Buku |
Hukum Perkawinan
BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Bagian Kesatu
Rukun
Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. ljab dan Kabul.

Meskipun di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak
mensyaratkan tes narkoba sebagai persyaratan perkawanian. Maka bukan berarti

dengan adanya eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai

220 Galinan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan, h. 2-3
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nomor 39 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-undang pernikahan dan KHI.
Sebagaimana petikan wawancara peneliti dengan salah seorang anggota DPRD
kota Binjai, yakni;

“ tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki yaitu peraturan Perundang-
Undangan. Karena Undang-Undang tidak ada menyinggung perihal tes narkoba
dalam persayaratn perkawinan. Maka dengan adanya tes narkoba pranikah
dalam peraturan walikota Binjai merupakan suatu peraturan yang dapat diakui
dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU
12/2011 %%

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis
dan disimpulkan bahwa eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017 termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang
diakui dan memiliki kuatan hukum. Akan tetapi kelemahan yang terdapat di
dalam peraturan walikota tersebut adalah tidak ada sanksi yang tegas bagi yang

tidak melaksanakannya sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal.

2. Implementasi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai
Nomor 39 Tahun 2017

Implementasi adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka
mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya,
yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain
melalui proses administrasi dan manajeman dengan memanfaatkan segala sumber
daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya tiga unsur penting

dalam proses implementasi yaitu:

a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; program yang tercipta

dari peraturan tersebut yaitu tes narkoba pranikah bagi calon pengantin

22 yudi, S.H, M. Kn, Anggota DPRD Kota Binjai
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suami dan istri setelah dilakukannya registrasi dan penjadwalan oleh
petugas,

b. Target group (sasaran masyarakat); dalam peraturan ini ditujukan bagi
bagi calon pengantin pria dan wanita yang hendak mencatatkan
perkawinannya di kota Binjai.

c. Unsur pelaksana (implementor); organisasi atau pejabat yang terlibat
dalam pelaksana peraturan ini terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Walikota
Binjai Nomor 39 Tahun 2017 yaitu: Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, BNN Kota Binjai, Dinas Sosial,
Kementrian Agama. Termasuk juga beberapa aparat pemerintahan seperti
Camat, Lurah dan Kepling yang juga terlibat langsung dengan masyarakat

dalam mengarahkan peraturan ini.

Terpenuhinya tiga unsur penting ini akan membuat pelaksanaan kebijakan
tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah terbentuknya
peraturan tersebut, maka langkah awal yang pemerintah kota Binjai lakukan yaitu
memanggil seluruh tokoh agama yang ada di kota Binjai, seluruh Camat,
Kelurahan, Kepling, dan juga tidak ketinggalan Kepala KUA yang ada di kota
Binjai untuk di berikan arahan bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut. Setelah
itu di sosialisakan ke masyarakat, Kepala KUA Binjai Timur bapak Darmolen
mengatakan bahwa cara mensosialisasikan peraturan tersebut ke masyarakat
melalui aparat setempat seperti Kepling namun ada juga masyarakat yang
menkonfirmasi langsung ke KUA setempat sehingga pihak KUA juga bisa
menjelaskan peraturan tersebut.??? Hal ini dibenarkan oleh salah satu petugas
PPKB, yakni;

“ Peraturan walikota tentang tes narkoba pranikah itu dilaksanakan oleh pejabat
yang telah ditunjuk oleh pak wali, dan diperuntukkan untuk masyarakat kota

Binjai atau luar kota Binjai tapi mau melakukan pernikahan di kota Binjai dan

222 Erik Syahputra, S.Pd, petugas PPKB, Wawancara, Kuala Madu Binjai, 01 Januari 2020.
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mendapatkan kartu kendali agar dapat dikeluarkan buku akta nikah oleh
KUA. "%

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa tes narkoba menjadi keharusan bagi calon pengantin yang
hendak melakukan pencatatan perkawinannya di kota Binjai meskipun pasangan
tersebut berasal dari luar kota Binjai.

Awal pelaksanaan peraturan ini dilakukan pada bulan Desember 2017 dan
yang ditunjuk sebagai tempat percontohan untuk pelaksanaan peraturan ini
dilakukan di kecamatan Binjai Barat selama satu bulan. Setelah dilakukan masa
percontohan selama satu bulan, maka di bulan Januari 2018 diberlakukan
peraturan ini secara keseluruhan Kota Binjai. Hal ini dibenarkan oleh kepala seksi
P2M BNN kota Binjai:

“ Peraturan itu dilaksanakan di bulan Desember 2017 dan masih perkelurahan
dari Kecamatan Binjai Barat yang dilakukan pada hari selasa dan kamis. Di

Januari 2018 diberlakukan secara keseluruhan yang terdiri dari 5 kecamatan. ’*%*

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa implementasi peraturan walikota tersebut di masa percobaan
selama sebulan sehingga Kecamatan yang lain bisa mempersiapkan baik dari

implementornya sampai kepada masyarakatnya.

Perkawinan yang tercatat itu paling banyak di Binjai Utara dan paling
sedikit di Binjai Kota. Akan tetapi ada juga di antara pasangan yang datang tidak
membawa kartu kendali tes narkoba dengan alasan nanti menyusul. Maka kalau
sudah seperti itu KUA tetap menikahkannya dan mencatat perkawinannya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Binjai Utara:

6

Jumlah  perkawinan yang tercatat dapat dilihat di  website

Simkah.Kemenag.go.id. Ketika ada calon pengantin yang tidak membawa kartu

223 pid,.
224 Efendi, Kepala Seksi P2M.
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kendali tes narkoba dengan alasan menyusul, maka kami tetap mencatat dan
menikahkan catin tersebut karena kami tidak bisa menunda dan membatalkan
pernikahannya dan calon pengantin sudah memenuhi syarat perkawinan yang
dikeluarkan Kemenag "??°

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa ada di antara pihak pelaksana yang kurang disiplin karena
mereka tidak komitmen menjalankan peraturan walikota tersebut. Faktornya bisa
jadi karena peraturan walikota tersebut tidak memiliki ketegasan berupa sanksi

bagi pelaksana maupun yang melaksanakannya.

Petugas BNN kota Binjai telah mempersiapkan semuanya baik itu tempat
urinenya maupun alat tesnya. dan semuanya di danai oleh APBD kota Binjai
sehingga tidak dipungut biaya lagi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala
Seksi P2M BNN kota Binjai:

“ Sejauh ini pelaksanaan tes narkoba berjalan lancar tanpa ada hambatan.
Karena semua sudah dibiayai menggunkan APBD sehingga tidak memberatkan

masyarakat. ” 22

Berdasarkan pada hasil penelitian wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa tes narkoba pranikah yang dilakukan BNN kota Binjali

menggunakan APBD kota Binjai sehingga tidak membebani masyarakat.

Setiap pasangan yang sudah terdaftar di PPKB untuk dilaksanakannya tes
narkoba, maka semua mengikutinya sampai selesai dan diawasi oleh petugas
sehingga tidak bisa dilakukannya kecurangan. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat

yang mengikuti tes narkoba tersebut, yakni;

“ Ketika saya dan suami berada di lokasi untuk melaksanakan tes narkoba, di
sana ada sekitar 7 orang BNN kota Binjai, 3 berada di dekat kamar mandi dan 4

berada di tempat penyerahan urine tersebut. Dan tidak ada yang bisa melakukan

225 Japar Sidik, M.Si, Kepala KUA Binjai Kota, wawancara, 15 Juni 2020.
226 Efendi, Kepala Seksi P2M.
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kecurangan, baik menukar urine di antara para peserta untuk menghindari
terindikasi salah satu yang menukar atau dengan hanya sekedar ikut tanpa di tes.
Walau dia ustad/TNI/POLRI/ bahkan artis sekalipun.” ?*'

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa proses tes narkoba pranikah sudah dalam standar pengawasan
yang ketat. Salah satu pembuktian yang nyata adalah karena petugas BNN serius
dan sungguh-sungguh dalam melaksankan tugas sebagaimana yang dijelaskan dari
hasil wawancara bahwa yang ada tidak hanya dari pengawasan dalam penyerahan
urine yang sudah dimasukkan ke dalam tempat urien tersebut, akan tetapi juga ada
yang mengawasi di pintu kamar tempat orang-orang yang akan meletakkan urine

ke dalam tempat yang steril yang sudah disediakan oleh BNN kota Binjai.

Tinjauan Magasid asy-Syari’ah Terhadap Eksistensi Tes Narkoba Pranikah
Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017

Magasid asy-syari’ah secara harfiah berarti tujuan hukum. Magasid dari
kata qasada yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari
perundang-undangan/undang-undang.?® Magasid asy-syari’ah telah secara
langsung disebutkan dalam Alquran dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh

sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan maslahah

(CJ\-‘AAM ‘—‘53) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari

bahaya (JMM\ céi JEVWLEIN s BE ) Secara terminologi magasid berarti

makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam
tiap syari’at baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya.
Maksud dari ‘Makna’ di sini adalah sebab, maksud dan sifat. ‘Hikmah’ berarti
sifat, sifat syari’at Islam yaitu mendapatkan maslahah. ‘Dikehendaki Tuhan
dalam tiap syari’at’ dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syari’at-
Nya. Arti dari ‘baik umum dan khusus’ adalah mencakup syari’at umum yang

berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan

227 Fitri, Masyarakat
228 |skandar, Al-Munjid Al Wasit........, h. 855
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makna dari guna memastikan maslahat hamba-Nya adalah bahwa apa yang yang

disyari’atkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.??

Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh walikota Binjai memiliki tujuan
yang baik berupa kemaslahatan masyarakat kota Binjai. Karena pada dasarnya
tujuan adanya syari’at adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik itu yang
berhubunga dengan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan

hasil petikan wawancara peneliti dengan Ketua MUI kota Binjai, yakni;

* Tujuan adanya syari’at adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat
manusia. Baik kemaslahatan itu yang berhubungan dengan agama, diri, akal,
keturunan, dan harta. Peraturan walikota itu baik secara subtansial, karena
bertujuan untuk menjaga pasangan yang ingin menikah itu mencapai kepada
sakinah mawaddah warahmah. Peraturan walikota baru sampai kepada
kemaslahatan apabila dilaksanakan secara serius dan dalam pengawasan yang
ketat sesuai dengan SOP yang ada. Mengapa? Karena kalau tidak dilaksanakan
dengan serius dan dalam pengawasan ketat maka akan seperti orang yang
mengambil surat kesehatan dari Puskesmas tanpa ada periksa, tinggal tulis nama
dan teken kemudian bayar Rp. 10.000-, maka tidak akan tercapai tujuan

kemaslahatannya.

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa peraturan walikota sudah baik secara substansial namun
belum tentu mencapai kemaslahatan sebelum memenuhi beberapa prosedur, baik
itu prosedur pelaksanaan, pengawasan dan sanksi tegas bagi yang melanggar.
Baik itu yang melanggar calon pengantin yang hendak tes narkoba maupun

pelaksana dari peraturan itu sendiri.

Kemaslahatan yang didapatkan dari peraturan tersebut terdiri dari menjaga
agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Sebagaimana yang dijelakan oleh ketua MUI kota Binjai, yakni:

229 al-Yubi, Magqasidu al-Syari’ah al-Islamiyabh........, h. 37-38
230 Jamil, Ketua MUI Kota Biniai
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“ Ketika peraturan tersebut sudah dalam pengawasan yang ketat dan SOP yang
ada maka akan mencapai kemaslahatan mengenai tes narkoba tersebut. Menjaga
agama, karena agama melarang segala sesuatu hal yang merusak. Baik itu
merusak diri, akal, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga diri, lalu menjaga
akal, karena narkoba itu muskir dan segala yang muskir itu adalah haram
hukumnya karena yang diganggunya adalah akal. Jika akal rusak maka rusak lah
semuanya, kemudia baru menjaga keturunan, karena untuk melahirkan generasi-
generasi yang kuat. Kalau orang tuanya baik salah satu atau keduanya pemakai
narkoba pasti berpengaruh secara fisik batin, dan spiritual cabang bayi yang
akan lahir. Dan yang terakhir menjaga harta, karena ketika seseorang telah
menjadi pecandu narkoba maka, bisa menjadikannya sebagai penjahat,

perampok, pencuri dan dapat merugikan keluarga dan orang lain.”**

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan
disimpulkan bahwa tercapainya tujuan dari suatu kebijakan/peraturan itu apabila
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pengawasan yang ketat berdasarkan
SOP sehingga kemaslahatan akan tercapai baik itu untuk menjaga agama, diri,

akal, keturunan, dan harta.
C. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penemuan di atas (hasil observasi, wawancara dan

dokumentasi) maka peneliti menguraikannya menjadi suatu pembahasan, yakni;

Pada pertemuan pertama mengenai eksistensi tes narkoba dalam peraturan

walikota Binjai nomor 39 tahun 2017

Meskipun di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak
mensyaratkan tes narkoba sebagai persyaratan perkawanian. Maka bukan berarti
dengan adanya eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai
nomor 39 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan KHI.

Karena Undang-Undang tentang Perkawinan dan KHI tidak ada menyinggung

231 |bid,.
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perihal tes narkoba dalam persayaratan perkawinan. Maka dengan adanya tes
narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai merupakan suatu peraturan
yang dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam dalam
Pasal 8 ayat (2) UU 12/20112%,

Pada pertemuan kedua mengenai implementasi tes narkoba pranikah dalam
peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017.

Menurut I.Nyoman Sumaryadi bahwa implementasi peraturan tidak

terlepas dari tiga unsur yang penting, yaitu;

a. Unsur kebijakan/peraturan yaitu tes narkoba pranikah dalam peraturan
walikota nomor 39 tahun 2017.

b. Unsur target group yaitu calon pengantin berasal dari kota Binjai dan luar
kota Binjai yang hendak mencatatkan perkawinannya di kota Binjai.

c. Implementor yaitu BNN kota Binjai dalam hal tes narkoba.

Menurut hemat penulis bahwa belum diimplementasikan secara optimal tes
narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017.
Dibuktikan dengan tidak adanya sanksi tegas dalam peraturan tersebut bagi
pelaksana yang melanggar ataupun yang melaksanakan. Seharusnya peraturan
walikota tersebut dibuat sanksi tegas berupa denda bagi yang melanggar baik

pelaksana maupun yang melaksanakannya.

Pada pertemuan ketiga mengenai Tinjauan Magqasid asy-Syari’ah Terhadap
Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39
Tahun 2017

232 yudi, S.H, M. Kn, Anggota DPRD Kota Binjai
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Abu Ishaq Syatibi merumuskan lima (magqasid asy-syari’ah) tujuan hukum
Islam yakni memelihara: (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Keturunan, dan (5)
Harta. Disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya kelima tujuan hukum Islam
itu di dalam kepustakaan disebut al-magasid al-khamsah atau magdasid asy-

syart’ah yang artinya (tujuan-tujuan hukum Islam).

Tinjauan Magqasid asy-Syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba pranikah

adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturuan dan harta.
1. Eksistensi Tes Narkoba Sebagai Memelihara Agama ( () Jads )

Agama melarang sesuatu hal yang merusak dan memerintahkan kepada
setiap pemeluknya untuk selalu berbuat baik. Untuk itu, semua penganut agama
yang mempercayai dan melaksanakan ajarannya maka mereka akan senantiasa
melaksanakan segala hal yang ada dalam ajaran tersebut. Salah satu yang merusak
kesehatan manusia dan agama melarangnya adalah memakai narkoba, karena
sudah tentu narkoba itu adalah sesuatu hal yang merusak. Baik itu merusak akal,
jasmani, rohani, spritual dan juga menghabiskan harta.?®® Tes narkoba salah satu
cara agar manusia dapat memperhatikan kesehatan sehingga kesadaran untuk

menjalankan syari’at agama lebih kuat.

2. Eksistensi Tes Narkoba Sebagai Pemeliharaan Jiwa (u-ﬂém _L;.é;).

Terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan dan memberi ketentuan dalam

hal pemeliharaan jiwa. Di dalam Surah at-Tahrim ayat 6:

Ox N AA Lo S O &e-@O8% OO0
B-MA> A BURGEL @7

AL O> AL
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233 Jamil, Ketua MUI Kota Binjai.
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“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintankan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.**

Ayat yang terhimpun dapat diteliti secara sempurna sehingga menghasilkan

kesimpulan magasid al-daririyah yang gat’i dalam hal pemeliharaan jiwa ( BEVEN

u—*ﬂﬂ‘) Sebagai gambaran terhadap pentingnya tes narkoba bagi calon suami dan

istri, dan juga dilihat dari prilaku penyimpangan masyarakat mulai dari
penggunaan narkoba, pekerja seks komersial, dan homoseks sehingga bisa

berdampak pada meningkatnya penyebaran HIV/AIDS.

Penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menyebabkan
tersalurnya penyakit kepada orang yang berada disekitarnya. Adanya transmisi
penyakit akan berkembang melalui transmisi seksual, transmisi non-seksual
melalui mekanisme transmisi panetaral dan transmisi transplasental (dari ibu
kepada janinnya) hal tersebut menjadi ancaman baru yang melahirkan korban
yang tidak berdosa. Penderita Infeksi Menular yang merupakan masalah
kesehatan masyarakat cukup menonjol pada sebahagian besar wilayah dunia.
Insiden kasus Penderita Infeksi Menular diyakini tinggi pada banyak Negara serta
kegagalan dalam mendiagnosis dan memberikan pengobatan pada stadium dini
dapat menimbulkan komplikasi serius dan berbagai gejala sisa lainnya. Antara

lain infertelitas, akibat buruk pada bayi (prematur).?®

234 Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahannya, h. 560.

235 Mohd. Andalas, Hubungan Polimorfisme dan Interaksi Gen Tumor Nekrosis Faktor Alfa
dan Interleukin 10 dengan Kelahiran Prematur, dalam Ringkasan Disertasi,
(Yogyakarta: UGM Fak. Kedokteran, 2015), h. 4.
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Ancaman yang ditimbulkan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular
seksual (PMS) lebih erat kaitannya melalui hubungan seks. Penyaluran hasrat
(seks) selain dari bentuk kebutuhan primer manusia juga merupakan kewajiban
yang mesti dilakukan dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Tentunya
kondisi real yang ada sekarang mengharuskan kepada Pemerintah untuk membuat

JobDis sebagai antisipasi pencegahan terhadap keburukan yang terjadi.

Adapun rentan terkenanya penularan dari suami yang terkena HIV ke
istrinya adalah 22% dan istri yang terkena HIV ke suaminya adalah 8%.
Penelitian lain mendapatkan sorokonversi (pemeriksaan laboratorium negative
menjadi positif) dalam 1-3 tahun pada 42% suami dan 38% pada istri yang
pasangannya merupakan terkena HIV sehingga resiko penularan suami dan istri
atau istri dan suami dianggap sama. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah
penularan tidak bergantung pada frekuensi hubungan seksual yang dilakukan

antara suami istri.23

3. Eksistensi Tes Narkoba Sebagai Pemeliharaan Akal (dﬁﬂ\ -Eh)

Di dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian,
bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam
memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun,
akal yang sehat akan dapat menerima dan melaksanakan syari’at Allah Swt, dalam
persoalan apa pun, nikmat besar pada diri masnusia yaitu akal yang Allah Swt
titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini

menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt yang sangat menakjubkan.

Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Swt memberi semangat untuk
menggunakan akal dalam berfikir, dalam hal ini Allah Swt melibatkan akal untuk
memikirkan terhadap Kekuasaan dan Keagungan Allah pada perubahan siang dan

malam, perputaran bulana dan matahari. Di dalam Surah an-Nahl ayat 12:

236 Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 329-330.
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“ dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan
bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
kaum yang memahami (Nya).” *%'

Jika ditelusuri upaya Pemeliharaan Akal dalam magqgasid asy-Syari’ah, akan
terlihat peran penting akal dalam eksistensi diri, hal inilah yang membedakan
antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan akal harus tetap dijaga
dari berbagai hal yang merusak akal, dan tidak semua kebaikan dan kejahatan
dapat diketahui akal. oleh karenya itu, wahyu datang memperkuat apa yang telah
diketahui akal. Rasul-rasul datang untuk memperkuat apa yang telah ditempatkan
Tuhan dalam akal kita dan untuk menerangkan perincian apa yang telah diketahui

akal.

Peran akal akan terlihat dalam menentukan baik-buruknya prilaku
seseorang dalam bertindak, sampai pada tingkat menentukan hukum dalam
memutuskan permasalahan sebagai jalan keluar terhadap kehidupan masyarakat,
melihat maraknya gaya hidup Style masyarakat seperti menggunakan obat-obatan
terlarang (narkoba) yang semakin tidak terbendung menjadi problematika
kehidupan yang seakan perlu membuat tindakan yang membatasi ruang pengguna
narkoba yang efeknya adalah merusak akal. Bahkan yang lebih darurat lagi adalah
ketika pengguna atau pecandu narkoba diberikan ruang untuk melakukan

pernikahan.

237 Departemen Agama R, lbid., h. 268.

119



Secara ilmiah yang didapatkan dari BNN Kota Binjai bahwa zat adiktif
atau narkoba adalah zat yang bekerja pada SSP (Susunan Saraf Pusat) dan
berpengaruh terhadap proses mental. Zat adiktif akan mengakibatkan seseorang
yang mengkonsumsinya menjadi senang atau hilang rasa nyerinya (fly). Namun
yang patut dicatat adalah adanya proses neurodaptasi yaitu beradaptasinya sel
saraf terhadap pasokan zat adiktif karena struktur kimia yang serupa antara
neurotransmitter dengan zat tersebut. Efek yang lebih jauh adalah terjadinya
toleransi yaitu diperlukan jumlah zat yang lebih dari biasanya guna memberikan
efek yang diharapkan, yang kemudian akan menimbulkan gejala putus obat
ataupun intoksiasi.®® Maka tujuan tes narkoba adalah untuk mengurangi pemakai
narkoba yang dapat merusak akal manusia.

4. Eksistensi Tes Narkoba Sebagai Pemeliharaan Keturunan (d..ﬁd\ .L'.é;)_

Adapun al-Razi menjelaskan kata nasl yang berarti kerabat dekat (al-
Qarabah) dari garis keturunan ayah. Dari penjelasan tersebut maka Ibn Asyir
memilih nasl sebagai daririyah, karena reproduksi terkait dengan penciptaan al-

khaliq yang pengabainnya menimbulkan mafsadat.?*°

Keturunan dalam doktrinal hukum Islam merupakan sesuatu hal yang
sangat penting/urgen, keturunan nasab merupakan nikmat yang paling besar yang
diturunkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt di
dalam Surah al-Furgan ayat 54:
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238 Efendi, Kepala Seksi P2M BNN
239 |bn At-Tahir Asyir, Magasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 79.
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“ dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu
(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” **°

Ayat di atas memberi penjelasan sebagaimana tertulis di dalam buku tafsir al-
misbah bahwa keturunan nasl merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah
yang dipahami dari lafaz “fa ja‘alahu nasaba.” Yang artinya Maka Allah
menjadikannya keturunan. Kemudian terdapat kata “Basyar” yang tertulis di
dalam Alquran untuk menunjukan manusia secara umum, dengan persamaan-
persamaannya dari segi fisik dan kemanusiaan tanpa penekanan sedikit pun. Juga
pada sisi kejiwaan dan mental. Rasulullah Saw diperintahkan untuk
menyatakannya?*!. Terdapat dalam Surah al-Kahf ayat 110:

Ha e000 Lo HO*ERO  Fndo
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* Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang
diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan
yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan
seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya. ” 242

Dengan demikian, adanya keturunan nasab merupakan legalitas hubungan
kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari
pernikahan yang sah, atau nikah fasid (cerai), atau senggama syubhat (zina).

Nasab merupakan sebuah pengakuan syara’ bagi hubungan seorang anak dengan

240 Departemen Agama R, lbid., h. 364
241 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishah; Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 116.
242 Departemen Agama R, Ibid., h. 304
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garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang
anggota keluarga dari keturunan dan dengan demikian anak berhak mendapatkan
hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan,

perwalian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan, ketika orang tua hendak
menikahkan anaknya dengan calon pasangan yang sudah mendapatkan diagnosis
medis terjangkit HIV/AIDS atau calon pasangan yang pernah mengkonsumsi
narkoba, maka yang menjadi korban saat akad sudah dilaksanakan adalah
pasangan yang dalam kategori baik, sehat dan bahkan keturunan mendapatkan
efek buruk dari nasab yang menderita penyakit tersebut.?*3

Ketagihan narkoba telah memberi pengaruh yang serius kepada kehidupan
kekeluargaan antaranya menjadi beban ekonomi rumah tangga karena kepala
keluarga akan membelanjakan sebagian besar hartanya untuk mendapatkan modal
dan keperluan lainnya untuk membeli narkoba, dan pengguna juga akan
mengabaikan anggota keluarga dan keperluan dasar anggota keluarga, tidak
menghormati antara satu dengan yang lain, menipu dan tidak beramanah terutama
dengan diri sendiri. Juga pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap ibu yang
mengandung dalam bentuk yang buruk, maka boleh dikatakan ia telah

mengancam objekti syari’at dalam menjaga keturunan.?**

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan
kesehatan, maka Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin
bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum
(indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang

mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalnya.?*°

Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar terhadap

pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang cacat tubuh.

243 Chris W. Green. HIV, Kehamilan dan Kesehatan Perempuan, (Jakarta: Yayasan Spiritia.
2005), h. 6

24 |bn At-Tahir Asyir, Magasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 61

245 Abdul Qodir Al- Jailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT. Bina IImu, 1995), h. 64.

122



Seorang dokter, Marshan namanya, menyatakan bahwa dampak negatif dari
susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap ovum sejak masih dalam
ovarium. Melalui ovarium segala sifat-sifat ibu berpindah kepada janin. Dan
terkadang warisan penyakit, mulai tampak kecenderungannya ketika ovum itu

tumbuh dalam rahim (uterus).?4°

Dari sini tampak jelas bahwa kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut
serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Karena jikalau orang tua
pecandu narkoba akan mempengaruhi kesehatan cabang bayi yang akan
dilahirkan.?*” Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadir yang namanya
pemeriksaan tes narkoba pranikah ,tiap pasangan yang hendak melakukan
pernikahan dapat memeriksakan urine mereka masing-masing, baik calon
mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan
tersebut kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan

organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan nasab.
5. Eksistensi Tes Narkoba Sebagai Pemeliharaan Harta ( Juall Jads ).

Para fugaha’ mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh
kebiasaan manusia dan bisa disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu
yang dapat dikuasai, dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.?*®Al-Syarbaini
berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang

merusakannya diwajibkan membayar ganti rugi.?*°

Adapun formula dalam penalaran magqasid asy-syari’ah tentang menjaga
harta adalah memprioritaskan perihal yang sifatnya primer dan menjaga keutuhan

yang juga sifatnya primer dengan perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini,

246 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 36.

247 Jamil, Ketua MUI Kota Biniai

248 Abidin, Hasyiah Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar (Cairo,
Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966), jilid IV, h. 501.

249 Asy-Syarbini, M. bin A. A.-K, Mughni Al-Muhtaj lla Ma’rifah Ma’ani Alfaz Al-Minhaj
(Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr. 1978), Jilid 1V, h. 246.
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magqasid asy-syari’ah terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,

menjaga keturunan, dan menjaga harta.?°

Para ulama usul sepakat bahwa perihal yang sifatnya primer yaitu menjaga
agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta
tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama.
Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga
keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi

kemurnian agama.

Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa salat Jum’at
merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan

muamalah jual beli merujuk pada Surah al-Jumu’ah ayat 9:

X LA Lo I A& @083% O 40
QN OOE€E T 30RO BXVARCGIL @7
AN L 16) RS ZOgUmE0 OHN w

NORIDCO> AN @a S
OI‘QCD B - AR O R g 0T

BXOV60€00 *ASaF PHOSGNO
ALAEN @ O+Q gl AP0 ¢ E S W G
ChedxAd MO J22BAw <OJIOMNRIH

51 & 049 ¢S] A <COREH =D+ =

Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi
keutuhan perihal yang primer, seperti salat dengan menggunakan sarung curian.
Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan
ketentuan magasid asy-syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan
oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya

curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya

250 Wahbah Al- Zuhailiy, Nadariyat al-Dariirah al-Syar’iyah. (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir.
1997), h. 44-45
251 Departemen Agama R, Ibid., h. 304
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memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk
mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian
terjaga/terpelihara harta.??

Agar mejadi pertimbangan yang merupakan bagian dari pendalaman
materi menjaga harta , tentu akan disajikan besaran yang biaya yang dikeluarkan
saat seseorang mengalami penyalahgunaan Narkotika sejenis narkoba, yang
merupakan keharusan bagi penderita untuk direhabilisasi, biaya yang perlu
dikeluarkan dari pecandu narkoba juga tidak main-main, yaitu berkisar Rp 10 juta
per bulan. Biaya itu belum termasuk obat yang harus dikonsumsi rutin oleh

pecandu.??

Tentunya gambaran ini akan menjadi satu pertimbangan ketika calon
suami atau calon istri yang hendak menikah mendapatkan pasangan yang sudah
lama mengkonsumsi narkoba atau dalam kategori penderita HIV/AIDS yang
keduanya memerlukan pengobatan yang cukup besar. Inilah salah satu pemicu
awal dari perpecahan dalam harmonisasi rumah tangga. Belum lagi ketika
dikaitkan dengan jumlah pendapatan rumah tangga yang dianggap minim secara
ekonomi, dengan berbagai keperluan yang ada, tentunya harus dipertimbangkan
lebih awal, ketika pasangan yang hendak menikah menjadi keharuasan bagi
keduanya untuk melakukan pemeriksaan urine di PPKB mendeteksi kemungkinan

yang terjadi.?*

252 Syatibi, al-Muawafagat , h. 6-7
258 Efendi, Wawancara.
254 1hid,.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari bab-bab sebelumnya maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai
nomor 39 tahun 2017 adalah termasuk dalam jenis Undang-Undang
dan diakui keberadaanya serta mempunyai kekuatan hukum
berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.

2. Implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai
nomor 39 tahun 2017 dapat dikatakan tidak optimal, karena peraturan
yang dibuat tidak terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.
Pelaksana peraturan seperti KUA Binjai Utara tetap melaksanakan
akad pernikahan meskipun calon pengantin belum melaksanakan tes
narkoba, itu terjadi disebabkan KUA berpedoman kepada peraturan
KEMENAG dalam persyaratan pernikahan.

3. Tinjauan magasid asy-syari’ah terhadap eksistensi tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 tertuju
kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan

harta.
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B. Saran-Saran

Berdsarkan data penelitian yang diperoleh dengan segenap usaha dan
kemampuan yang dimiliki penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis

berikan, di antaranya:

1. Peraturan tersebut harus disosialisasikan secara optimal kepada
masyarakat sehingga tidak tabu dan membingungkan masyarakat,
terkhusus bagi yang ingin melakukan pernikahan.

2. Perlu adanya pengembangan dalam hal tempat pelaksanaan, karena dari
setiap Kecamatan terdapat warga yang ingin melakukan pernikahan,
sehingga meraka biasa melaksanakannya di Kecamatannya masing-masing
sama seperti akad nikah yang dilakukan, yaitu berdasarkan KUA
Kecamatan tempat domisili mereka.

3. Dalam pelaksanan peraturan walikota tersebut haruslah serius dan diawasi
dengan ketat, baik objeknya maupun implementornya, dan juga harus ada
sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sehingga akan tercapai dari tujuan
peraturan tersebut.

4. Bagi peneliti yang lain dapat meneliti keefektifitasan dari peraturan
walikota tersebut, baik dari segi sosialisasi atau pengaruh yang terjadi

setelah diberlakukannya peraturan tersebut.
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